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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga buku berjudul Hukum Agraria Indonesia dapat terselesaikan
dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai hukum agraria di Indonesia, sebuah bidang yang
memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antara manusia dengan
tanah, sumber daya alam, serta pembangunan nasional.

Hukum agraria bukan sekadar kumpulan aturan mengenai tanabh,
melainkan juga mencerminkan filosofi, politik hukum, dan kebijakan negara
dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh
karena itu, buku ini disusun untuk membantu mahasiswa, akademisi, praktisi
hukum, maupun masyarakat umum agar lebih memahami prinsip-prinsip
dasar, perkembangan regulasi, serta dinamika penerapan hukum agraria di
lapangan.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya
bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun, besar harapan
kami bahwa karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, menambah
wawasan, serta menjadi pijakan awal bagi kajian lebih lanjut mengenai
hukum agraria di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam penyusunan buku ini.
Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan
ilmu hukum dan praktik agraria di tanah air.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas
segala usaha kita dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan melalui
pemahaman hukum agraria.

Selamat Membaca !

Penulis
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BAB 1
PENGERTIAN, RUANG
LINGKUP DAN
KEDUDUKAN HUKUM
AGRARIA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional




Pengertian, Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Agraria

Pengertian Agraria dan Tanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "agraria” merujuk pada hal-hal
yang berkaitan dengan pertanian atau tanah pertanian, termasuk persoalan
kepemilikan tanah. Sementara itu, menurut Black’s Law Dictionary, istilah
agraria dalam bahasa Inggris diartikan sebagai tanah beserta hubungan-
hubungannya dengan Kkegiatan pertanian. Istilah "agrarian law" kerap
digunakan untuk merujuk pada sekumpulan peraturan hukum yang
bertujuan mengatur pembagian tanah secara menyeluruh, dengan maksud
untuk mewujudkan pemerataan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah
(Boedi Harsono, 1999). Istilah "agraria" berasal dari bahasa Latin, yaitu
"agrarius,” yang memiliki arti berkaitan dengan persewahan, perladangan,
dan kegiatan pertanian, atau secara lebih luas, segala hal yang terkait dengan
masalah tanah.

Menurut Soedikno Mertokusumo, konsep agraria tidak terbatas pada
persoalan tanah pertanian semata. Seiring perkembangan zaman, pengertian
agraria telah meluas mencakup aspek-aspek yang lebih kompleks terkait
pengelolaan dan pemilikan tanah secara umum (Soedikno Mertokusumo,
1988). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana tercantum
dalam Lembaran Negara Nomor 2043, istilah "agraria" digunakan dalam
pengertian yang luas. Agraria tidak hanya mencakup tanah, tetapi juga
mencakup air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang
angkasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUPA. Ruang di atas bumi dan
perairan mencakup tenaga serta unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kesuburan tanah, air, serta
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hal-hal lain yang
berkaitan dengan air. Sementara itu, pengertian tanah dalam arti yuridis
merujuk pada permukaan bumi, sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat
(1).

Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada individu menurut UUPA
tidak dapat sepenuhnya berfungsi jika hanya mencakup permukaan tanah.
Dalam praktiknya, manusia juga memerlukan bagian bumi di bawah
permukaan, sumber air, dan ruang udara di atasnya untuk pemanfaatan yang
optimal. Sebagaimana diatur dalam ayat (2), hak atas tanah tidak hanya
memberikan kewenangan untuk menggunakan sebagian permukaan bumi
yang bersangkutan yang secara hukum disebut tanah tetapi juga mencakup
tubuh bumi di bawahnya, sumber daya air, serta ruang yang berada di
atasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "tanah” diartikan
sebagai (Urip Santoso, 2013):
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Permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada di lapisan paling atas;
Keadaan bumi di suatu tempat
Permukaan bumi yang diberi batas;
Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.
UUPA tidak secara eksplisit merumuskan definisi istilah tanah. Dalam

BN

undang-undang ini, terdapat perbedaan antara konsep bumi dan tanah,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1), yang
menyatakan bahwa tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Perluasan
cakupan konsep bumi dan air beserta ruang angkasa terkait erat dengan
perkembangan teknologi saat ini dan kemungkinan pemanfaatannya di masa
depan. Namun demikian, dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa
seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, yang berada dalam wilayah Republik Indonesia,
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi milik bangsa
Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, membentuk satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, ruang lingkup agraria menurut UUPA mencakup
bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Istilah "tanah," sebagaimana digunakan dalam UUPA, memuat
pengertian yang sangat luas, mencakup tidak hanya permukaan bumi, tetapi
juga unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dan ruang di atasnya.
Menurut UUPA, tanah merupakan salah satu bagian dari agraria. Dengan
demikian, jika merujuk pada pengertian agraria menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan UUPA, istilah agraria dapat dipahami dalam dua
makna, yaitu makna luas dan makna sempit. Dalam arti luas, agraria
mencakup bumi, air, kekayaan alam, serta, dalam batas-batas tertentu, ruang
angkasa. Sementara itu, dalam arti sempit, agraria hanya mencakup tanah,
sehingga tanah dapat dipandang sebagai bagian dari agraria dalam
pengertian yang lebih luas.

Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah

Menurut E. Utrecht (1960), hukum agraria merupakan bagian dari hukum
tata usaha negara karena mempelajari hubungan hukum antara individu
dengan bumi, air, dan ruang angkasa, yang melibatkan peran pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan masalah agraria. Menurut Subekti dan
Tjitro Subono (1985), hukum agraria merupakan keseluruhan ketentuan
hukum yang meliputi hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata
usaha negara. Hukum agraria mempelajari hubungan hukum antara individu
dengan bumi, air, dan ruang angkasa di seluruh wilayah negara, serta
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legislatif. Secara materiil, isi UUPA memenuhi kriteria hukum nasional. Hal

ini disebabkan:

1. Isi UUPA merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Hal ini sesuai
dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Indonesia. Konsekuensinya, peraturan hukum tidak boleh bertentangan
dengan prinsip Pancasila. di dalam UUPA sebagai penjelmaan dari:

a. Sila 1 (pertama) Pancasila, merupakan jiwa dari Pasal 1 dan 2 UUPA
mengenai pengakuan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Esa.

b. Sila 2 (kedua) Pancasila merupakan jiwa dari Pasal 2 UUPA, tentang
hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya. Demikian pula dengan Pasal 4
UUPA, tentang keseimbangan antara kepentingan individu dan
masyarakat.

c. Sila 3 (ketiga) Pancasila merupakan jiwa dari Pasal 9 ayat (1), yang
mengatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah.

d. Sila4 (empat) Pancasila merupakan jiwa Pasal 9 ayat (2) bahwa semua
orang karena demokratis mempunyai kesempatan yang sama untuk
mempunyai hak atas tanah. Setiap orang harus memperoleh manfaat
dari hasil tanahnya secara adil.

2. Ketentuan UUPA harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Untuk inilah UUPA menjadikan hukum adat sebagai dasar
pembentukannya.

3. Tujuan UUPA harus sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang ada
dalam UUD 1945. Dalam hal ini UUPA jelas bertujuan untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur.

Dengan diberlakukannya hukum agraria nasional, hukum agraria lama
yang bersifat dualistis dan pluralistis menjadi tidak berlaku. Hal ini ditandai
dengan dicabutnya peraturan-peraturan yang sebelum-nya menjadi dasar
hukum agraria lama.
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Kondisi Hukum Agraria pada Masa Kolonial Belanda

Kondisi hukum agraria di Indonesia pada masa kolonial Belanda ditandai
oleh adanya sistem hukum yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif.
Hukum agraria tidak dibangun untuk melindungi kepentingan penduduk
pribumi, melainkan diarahkan untuk menunjang kepentingan ekonomi dan
politik pemerintah kolonial. Tanah diposisikan sebagai alat produksi utama
guna mendukung perkebunan besar, pertambangan, dan kepentingan modal
asing, sehingga kebijakan pertanahan kolonial cenderung mengabaikan hak-
hak rakyat atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun
(Harsono, 2008).

Salah satu ciri utama hukum agraria kolonial adalah berlakunya
dualisme hukum, yakni pemisahan antara hukum tanah Barat dan hukum
adat. Hukum tanah Barat diberlakukan bagi golongan Eropa dan badan usaha
asing, sedangkan penduduk pribumi tunduk pada hukum adat. Dualisme ini
menyebabkan ketidaksetaraan perlindungan hukum karena hukum Barat
memberikan kepastian dan jaminan hak yang kuat, sementara hukum adat
dipandang tidak tertulis, tidak sistematis, dan mudah dikesampingkan oleh
kekuasaan kolonial (Soepomo, 1983). Akibatnya, kedudukan hukum
masyarakat adat menjadi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan
ekonomi kolonial.

Puncak dari politik hukum agraria kolonial tercermin dalam lahirnya
Agrarische Wet 1870. Undang-undang ini membuka peluang luas bagi
penanaman modal swasta asing di Hindia Belanda, khususnya di sektor
perkebunan. Melalui ketentuan ini, pemerintah kolonial menjamin hak sewa
tanah jangka panjang kepada pengusaha Eropa, sehingga mereka dapat
menguasai tanah dalam skala besar. Meskipun secara formal dinyatakan
tidak menghapus hak-hak rakyat, dalam praktiknya Agrarische Wet justru
mempercepat perampasan tanah rakyat karena negara kolonial memiliki
kewenangan menentukan status tanah (Boeke, 1942).

Instrumen yang paling merugikan masyarakat pribumi adalah
penerapan asas domein verklaring, yaitu pernyataan bahwa seluruh tanah
yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik seseorang dianggap sebagai
milik negara. Asas ini memberikan legitimasi bagi pemerintah kolonial untuk
mengklaim tanah-tanah adat sebagai tanah negara, meskipun tanah tersebut
telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Karena sistem
pembuktian kepemilikan didasarkan pada hukum Barat yang tertulis,
masyarakat adat hampir tidak memiliki peluang untuk mempertahankan
haknya (Vollenhoven, 1918).
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Lebih jauh, hukum adat yang diakui oleh pemerintah kolonial hanyalah
hukum adat yang telah ditafsirkan dan dibatasi oleh kepentingan kolonial.
Hak ulayat masyarakat adat sering kali dipersempit maknanya atau bahkan
diabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan perkebunan dan
eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan
terhadap hukum adat bersifat semu dan tidak dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan substantif kepada masyarakat pribumi (Haar,
1979).

Struktur penguasaan tanah yang terbentuk pada masa kolonial
menunjukkan ketimpangan yang tajam. Tanah-tanah subur dikuasai oleh
perusahaan perkebunan besar, sementara rakyat pribumi hanya memiliki
akses terbatas pada lahan pertanian kecil dengan status hukum yang lemah.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kemiskinan struktural, tetapi juga
memicu berbagai konflik agraria yang bersifat laten dan terus berlanjut
hingga masa pasca-kemerdekaan (Parlindungan, 1990).

Berangkat dari sini, hukum agraria kolonial Belanda dapat dipahami
sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kepentingan penjajahan dan
akumulasi modal, bukan pada keadilan sosial. Ketidakadilan, dualisme
hukum, serta pengabaian terhadap hak-hak adat inilah yang kemudian
mendorong para pendiri negara Indonesia untuk melakukan pembaruan
hukum agraria secara menyeluruh melalui pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Tahun 1960 sebagai hukum agraria nasional yang
berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kedaulatan rakyat (Sumardjono, 2009).

Hukum Adat sebagai Dasar Pembentukan Hukum Agraria

Nasional
Hukum adat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sejarah
pembentukan hukum agraria nasional Indonesia. Sejak awal perumusan
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA), para perumus
menyadari bahwa sistem hukum agraria nasional tidak dapat dilepaskan dari
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum
adat dipandang sebagai cerminan kepribadian bangsa karena lahir dari
praktik sosial masyarakat yang bersifat komunal, religius, dan berorientasi
pada keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Oleh
karena itu, hukum adat dijadikan fondasi utama dalam merumuskan prinsip-
prinsip hukum agraria nasional (Harsono, 2008).

Dalam konteks agraria, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan
hukum antara manusia dan tanah, tetapi juga memuat dimensi sosial dan
kosmologis. Tanah dipahami bukan sekadar benda ekonomi, melainkan
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perubahan paradigma pembangunan. Namun demikian, tantangan tersebut
tidak mengurangi relevansi UUPA sebagai hukum agraria nasional. Justru
sebaliknya, kondisi tersebut menegaskan pentingnya menafsirkan dan
menerapkan UUPA secara konsisten, progresif, dan berorientasi pada
kepentingan rakyat. Dengan demikian, UUPA harus dipahami sebagai hukum
yang hidup, yang terus memerlukan penguatan kebijakan, harmonisasi
regulasi, dan keberpihakan negara agar mampu menjawab dinamika agraria
kontemporer di masa depan.
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Pendahuluan

Hak Menguasai Negara (HMN) bukan konsep kepemilikan, melainkan
atribusi wewenang publik untuk mengatur (regelen), mengurus (besturen),
dan mengawasi (toezichthouden). Terjadi pergeseran dari Nachtwdchterstaat
ke Wohlfahrtsstaat dalam pengelolaan tanah: pergeseran dari negara penjaga
malam (fungsi minimal, terutama menjaga ketertiban dan hak milik) ke
negara kesejahteraan (aktif mengatur, membagi, dan memakai tanah sebagai
instrumen sosial) tampak jelas dalam literatur agraria dan kebijakan tanah
kontemporer.

1. Ciri Paradigma Nachtwdchterstaat VS Wohlfahrtsstaat dalam Tanah

a. Dalam logika Nachtwdchterstaat, negara cenderung hanya menjamin
kepastian hak dan ketertiban pasar tanah; intervensi langsung relatif
minim dan lebih berperan sebagai “penjaga hukum” (Setiabudhi et al,,
2023).

b. Dalam logika Wohlfahrtsstaat, tanah diposisikan sebagai instrumen
kebijakan sosial: untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan
kerentanan, misalnya melalui reforma agraria, perumahan sosial, dan
jaminan sosial berbasis tanah (Chipenda, 2024; Chipenda & Adesina,
2025).

c. Dilndonesia, kritik terhadap pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) secara
luas ke pihak tertentu dipandang mendekati konsep
Nachtwdchterstaat dan dianggap bertentangan dengan mandat
welvaarstaat yang memanfaatkan tanah bagi kemakmuran rakyat
(Peturun, 2023).

2. Bentuk Konkret Pergeseran: Tanah Sebagai Welfare Instrument

a. “Landfare” di Kerala, India: negara kesejahteraan merespons tuntutan
tanah kaum Adivasi bukan dengan reforma agraria menyelurubh, tetapi
lewat paket “welfare berbasis tanah” yang parsial, melalui empat
modus: pengaburan, menahan tanah yang tersedia, proyekisasi, dan
welfare fix (Sudheesh, 2025). Ini mencitrakan responsif, tetapi justru
bisa melanggengkan ketakbertahanan (Sudheesh, 2025; Sudheesh,
2023).

b. “State life” di Aralam (Kerala): tanah direduksi menjadi komponen
program kesejahteraan; negara merancang “kehidupan versi negara”
bagi kaum tak bertanah, memadukan distribusi tanah marjinal dan
bantuan sosial untuk meredam konflik, bukan mengubah relasi kuasa
atas tanah (Sudheesh, 2023).

c. China “land for welfare”: tanah desa yang berfungsi sebagai “asuransi
sosial” dirampas untuk pembangunan; sebagai kompensasi, diberi
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paket kesejahteraan (pensiun, dsb.) yang relatif murah bagi
pemerintah dan selektif, sehingga tanah menjadi instrumen fiskal
sekaligus welfare minimal (Cai, 2016).

d. Reforma agraria sebagai kebijakan sosial: di Zimbabwe, reforma tanah
dipahami sebagai kebijakan sosial transformasional yang secara
simultan menjalankan fungsi redistribusi, produksi, dan reproduksi
sosial, tanah menjadi basis kesejahteraan dan ketahanan komunitas,
terutama pasca COVID-19 (Chipenda, 2024; Chipenda & Adesina,
2025).

Tabel 3.1: Contoh Perbandingan Fungsi Tanah Dalam Logika “Minimal
State” Vs “Welfare State”

Aspek Nach t:/(t;%;zl::’rs taat Logika Wohlfahrtsstaat
Fungsi utama Objek hak milik & pasar | Instrumen redistribusi &
tanah jaminan sosial
Peran negara Menjaga kepastian Mengatur, membagi, dan

hukum & transaksi mengaitkan tanah dengan
welfare (pensiun, bantuan,
perumahan)
Respon konflik | Represif/hukum privat Paket welfare,
agraria resettlement, reforma
agraria, perumahan sosial

Sumber: diolah penulis

Banyak praktik “welfare berbasis tanah” justru bersifat manajerial dan
depolitisasi konflik, bukan transformasi: mengelola populasi surplus,
meredam protes, dan menyalurkan tanah yang tidak lagi strategis bagi
negara (Sudheesh, 2023; Cai, 2016). Dalam perumahan sosial di negara
kesejahteraan Eropa, transformasi welfare state sejak 1970-an
memarginalkan perumahan sosial: fungsi sosialnya dipersempit untuk krisis
ekstrem, sejalan dengan logika politik urban “entrepreneurial” (Schonig,
2020). Transisi rezim pengelolaan tanah historis di Eropa memperlihatkan
bahwa perubahan besar sering dipicu oleh reforma kelembagaan (hak milik,
kebijakan agraria, kebijakan UE) dan selalu memuat dimensi kesejahteraan
(produksi pangan, perlindungan petani, konservasi) (Jepsen et al., 2015).

Literatur Indonesia menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 dan “Hak
Menguasai dari Negara” mengarahkan negara pada model welvaarstaat,
bukan Nachtwdchterstaat: negara wajib aktif melakukan beleid,
bestuursdaad, regelendaad, beheersdaad, tezichthoudensdaad dalam
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Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga
sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Sejak
sebelum terbentuknya negara, hubungan antara manusia dan tanah telah
diatur melalui norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Norma-norma tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat,
yang berfungsi mengatur penguasaan, pemanfaatan, serta pemindahan hak
atas tanah berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan keseimbangan sosial.
Dalam konteks ini, hukum adat tidak dapat dilepaskan dari karakter
masyarakat Indonesia yang plural dan beragam (Soepomo, 2007).

Keberadaan hukum adat dalam pengaturan agraria menunjukkan
bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk negara yang
tertulis, melainkan juga sebagai hukum yang hidup (living law) dalam
masyarakat. Konsep living law menegaskan bahwa hukum memperoleh
legitimasi bukan hanya dari pembentuk undang-undang, tetapi juga dari
penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang telah
mengakar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum adat sebagai living
law memiliki daya laku faktual yang kuat, khususnya dalam mengatur
hubungan hukum atas tanah di berbagai komunitas adat di Indonesia
(Ehrlich, 1936).

Dalam perkembangan hukum nasional, negara berupaya membangun
sistem hukum agraria yang bersifat nasional, terpadu, dan mampu menjamin
kepastian hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Menariknya, UUPA secara tegas menempatkan hukum adat
sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Hal ini menunjukkan
adanya pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai sumber hukum
materiil dalam bidang agraria, sekaligus sebagai refleksi dari realitas sosial
masyarakat Indonesia (Harsono, 2003).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum adat dan living law
dalam hukum agraria nasional tidak terlepas dari berbagai persoalan. Dalam
praktiknya, sering terjadi ketegangan antara hukum negara yang bersifat
tertulis dan formal dengan hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan
kontekstual. Ketegangan ini terutama muncul dalam proses penetapan hak
atas tanah, pengakuan wilayah adat, serta penyelesaian konflik agraria yang
melibatkan masyarakat hukum adat dan kepentingan negara maupun pelaku
usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap
hukum adat belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten
(Sumardjono, 2008).
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Selain itu, modernisasi dan pembangunan ekonomi turut memengaruhi
keberlangsungan hukum adat sebagai living law. Masuknya kepentingan
investasi, proyek pembangunan nasional, serta kebijakan pertanahan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menggeser posisi
masyarakat adat dari tanah ulayatnya. Dalam situasi ini, hukum adat kerap
dipandang sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai instrumen
keadilan sosial. Padahal, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat justru
menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan
lingkungan (Haar, 2001).

Dalam perspektif hukum, keberadaan living law menantang paradigma
hukum positif yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai
satu-satunya sumber hukum. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa
hukum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Oleh karena itu, pengkajian hukum adat dan living law sebagai sumber
hukum agraria nasional menjadi penting untuk memahami sejauh mana
hukum nasional mampu mengakomodasi realitas sosial serta menjamin
keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat
(Rahardjo, 1980).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai hukum adat dan
living law sebagai sumber hukum agraria nasional memiliki relevansi yang
tinggi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini
memperkaya diskursus mengenai sumber hukum dan pluralisme hukum
dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperkuat
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam bidang agraria.
Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga
berfungsi secara efektif sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional.

Hukum Adat dan Living Law sebagai Sumber Hukum Agraria

Nasional

Pembahasan mengenai hukum adat dan living law sebagai sumber hukum
agraria nasional berangkat dari pemahaman bahwa hukum agraria Indonesia
tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan berakar pada realitas sosial
masyarakat yang telah lama mengatur hubungan manusia dengan tanah.
Hukum adat, sebagai hukum yang hidup dan dipraktikkan secara nyata,
mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, serta keseimbangan antara
kepentingan individu dan komunitas. Dalam konteks ini, living law
memperkuat gagasan bahwa keberlakuan hukum tidak semata-mata
ditentukan oleh pembentukan norma tertulis oleh negara, tetapi juga oleh
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merupakan fondasi sosiologis dari sistem hukum nasional yang
mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Keduanya menegaskan
bahwa hukum tidak hanya lahir dari kehendak negara, tetapi juga dari nilai,
praktik, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman
konseptual ini menjadi titik awal untuk melihat bagaimana hukum adat
memperoleh legitimasi dan peran yang lebih luas dalam sistem hukum
agraria nasional.

Setelah pemahaman konseptual tersebut, pembahasan mengenai
Landasan Konstitusional Pengakuan Hukum Adat dalam Hukum Agraria
memperlihatkan bahwa negara memberikan legitimasi normatif terhadap
keberadaan hukum adat melalui ketentuan konstitusi. Pengakuan
konstitusional ini memperkuat posisi hukum adat dan living law sebagai
bagian dari hukum nasional, khususnya dalam pengaturan agraria. Namun,
sifat pengakuan yang bersyarat menunjukkan bahwa keberlakuan hukum
adat sangat bergantung pada kebijakan negara, sehingga menuntut
konsistensi antara norma konstitusi dan praktik penyelenggaraan hukum
agraria.

Selanjutnya, pengakuan Kkonstitusional tersebut diwujudkan lebih
konkret melalui peran Hukum Adat sebagai Sumber Materiil Hukum Agraria
Nasional. Hukum adat memberikan nilai, asas, dan konsep dasar yang
membentuk substansi hukum agraria nasional, seperti asas komunalistik-
religius dan keseimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat.
Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga
berkontribusi secara substansial terhadap arah dan karakter hukum agraria
nasional, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam
penerjemahan nilai-nilai tersebut.

Pada akhirnya, peran substantif hukum adat tersebut tercermin dalam
Living Law dalam Praktik Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah yang masih
dijalankan oleh masyarakat. Praktik living law menunjukkan bahwa hukum
adat tetap menjadi rujukan utama dalam penguasaan, pemanfaatan, dan
penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal. Hal ini menegaskan perlunya
harmonisasi antara hukum adat sebagai living law dan hukum pertanahan
nasional agar kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan sosial,
sehingga hukum agraria nasional mampu menjawab kebutuhan masyarakat
secara utuh dan berkelanjutan.
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Pengertian dan Konsep Hak Menguasai Negara

1. Definisi Hak Menguasai Negara
Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan konsep fundamental dalam
sistem hukum Indonesia yang menegaskan kewenangan negara untuk
menguasai, mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak. Hak Menguasai Negara merupakan pilar utama
dalam hukum ekonomi dan agraria Indonesia. HMN menegaskan peran
negara sebagai pengemban amanat rakyat untuk mengelola kekayaan
nasional secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan
umum. Dengan pemahaman yang tepat, HMN tidak hanya menjadi konsep
normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep
ini berakar kuat dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

HMN tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut negara,
melainkan sebagai kewenangan publik (public authority) yang melekat
pada negara untuk bertindak sebagai pengatur dan pengelola demi
kepentingan umum. Dengan demikian, HMN bukanlah hak kebendaan
sebagaimana hak milik, melainkan suatu konstruksi hukum publik yang
menempatkan negara sebagai pemegang mandat rakyat dalam mengatur
pemanfaatan kekayaan nasional.

2. Hak Menguasai Negara sebagai Kewenangan Publik

Hak Menguasai Negara dipahami sebagai kewenangan publik (public

authority) yang melekat pada negara sebagai organisasi kekuasaan

(Effendi & Setiawan, 2023). Dalam konteks ini, negara bertindak bukan

sebagai subjek privat, melainkan sebagai penguasa publik yang

menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut mencakup:

a. Kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan;

b. Kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan perizinan;

c¢. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan.
Kewenangan publik ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa

penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak semata-mata

didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan

sosial, Kkelestarian lingkungan, dan keberlanjutan bagi generasi

mendatang.
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3. Perbedaan Hak Menguasai Negara dengan Hak Milik Negara
Perbedaan mendasar antara hak menguasai negara dan hak milik negara
terletak pada sifat dan tujuannya. Hak milik negara merupakan hak
keperdataan yang menempatkan negara sebagai pemilik atas suatu benda
tertentu, sebagaimana subjek hukum privat lainnya (Kusumadara, 2013).
Sementara itu, HMN adalah kewenangan hukum publik yang bersifat
mengatur dan mengendalikan.

Dalam HMN, negara tidak memiliki sumber daya alam dalam arti
kepemilikan absolut, melainkan memiliki hak untuk menentukan
peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, HMN
tidak dapat dialihkan, dijaminkan, atau diperlakukan seperti hak milik
pada umumnya. Negara tetap berkewajiban memastikan bahwa setiap
pemanfaatan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
rakyat.

4. Negara sebagai Pengelola (Trustee) atas Kekayaan Rakyat
Perbedaan mendasar antara hak menguasai negara dan hak milik negara
terletak pada sifat dan tujuannya. Hak milik negara merupakan hak
keperdataan yang menempatkan negara sebagai pemilik atas suatu benda
tertentu, sebagaimana subjek hukum privat lainnya (Kusumadara, 2013).
Sementara itu, HMN adalah kewenangan hukum publik yang bersifat
mengatur dan mengendalikan.

Dalam perspektif hukum modern, Hak Menguasai Negara
menempatkan negara sebagai pengelola atau pemegang amanabh (trustee)
atas kekayaan rakyat. Negara bukan pemilik mutlak, melainkan pihak
yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya alam demi
kepentingan publik.

Sebagai trustee, negara memiliki kewajiban untuk:

a. mengelola sumber daya alam secara adil dan tidak diskriminatif;
b. melindungi hak-hak rakyat, termasuk masyarakat hukum adat;
c. mencegah eksploitasi berlebihan yang merugikan lingkungan;

d. menjamin keberlanjutan dan keadilan antargenerasi.

Konsep negara sebagai trustee menegaskan bahwa setiap kebijakan
yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan konstitusional kepada
rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Landasan Konstitusional dan Filosofis
Secara konstitusional, HMN bertumpu pada Pasal 33 UUD 1945 yang
mencerminkan ideologi ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang berkeadilan
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sosial, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta menolak liberalisasi
sumber daya alam yang berlebihan. Secara filosofis, HMN berpijak pada
prinsip kedaulatan rakyat, di mana negara bertindak sebagai representasi
kolektif rakyat dalam mengelola kekayaan nasional.

Landasan konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) secara tegas
bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan
negara sebagai pemegang mandat konstitusional untuk mengatur dan
mengelola sumber daya alam demi kepentingan publik, bukan untuk
kepentingan segelintir kelompok atau individu.

Konsep ini juga dipengaruhi oleh pemikiran hukum publik yang
menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang diberi mandat
untuk menjamin keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok
rentan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Secara konstitusional, HMN merupakan perwujudan prinsip kedaulatan
rakyat dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam. (Bahari et al., 2025)
Negara tidak bertindak sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai
representasi kolektif rakyat yang diberi kewenangan untuk menentukan arah
pengelolaan kekayaan nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan
pengelolaan sumber daya alam harus selalu berpijak pada tujuan utama
konstitusi, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dari perspektif filosofis, HMN berakar pada nilai-nilai Pancasila,
khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Nilai ini menuntut agar penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam
tidak menciptakan ketimpangan sosial, melainkan menjadi sarana
pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, HMN menolak konsep liberalisasi
absolut yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya
kepada mekanisme pasar.

Landasan filosofis HMN juga berkaitan erat dengan konsep negara
kesejahteraan (welfare state). Dalam negara kesejahteraan, negara tidak
bersikap pasif, tetapi aktif melakukan intervensi untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Hak Menguasai Negara menjadi
instrumen konstitusional bagi negara untuk menjalankan fungsi tersebut,
khususnya dalam mengelola sumber daya alam yang memiliki nilai strategis
bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, HMN mencerminkan prinsip keadilan distributif, yakni
keadilan dalam pembagian manfaat sumber daya alam. Negara berkewajiban
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memastikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan alam dapat dinikmati secara
adil oleh seluruh rakyat, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat
adat, dan generasi yang akan datang. Prinsip ini menegaskan bahwa
pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak sosial dan
lingkungan.

Secara filosofis, HMN juga dilandasi oleh pandangan bahwa sumber daya
alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara
bertanggung jawab. Negara, sebagai pengelola amanah rakyat, memiliki
kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan
pelestarian. Dengan demikian, HMN mengandung dimensi etis yang
menuntut pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam konteks hukum publik, landasan konstitusional dan filosofis
HMN menegaskan bahwa kewenangan negara selalu dibatasi oleh tujuan
konstitusional. Negara tidak dapat menggunakan HMN secara sewenang-
wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum, perlindungan
hak asasi manusia, dan asas keadilan. Hal ini penting untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, landasan konstitusional dan filosofis Hak Menguasai
Negara menempatkan HMN sebagai konsep strategis yang menghubungkan
hukum, moral, dan tujuan bernegara. HMN bukan sekadar norma hukum,
tetapi merupakan refleksi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat
konstitusi.

Ruang Lingkup Hak Menguasai Negara

Ruang lingkup Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan aspek penting
untuk memahami sejauh mana kewenangan negara dalam mengatur dan
mengelola sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang penting
bagi kehidupan masyarakat (Sasmitha, T., Budiawan, H., 2014). HMN tidak
bersifat tunggal atau sederhana, melainkan mencakup berbagai bentuk
kewenangan yang saling berkaitan dan dijalankan dalam kerangka hukum
publik. Seluruh ruang lingkup tersebut berlandaskan pada amanat Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menegaskan tujuan utama penguasaan negara adalah sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dalam praktik ketatanegaraan dan hukum administrasi,
HMN mencakup beberapa kewenangan utama, yaitu:

1. Regelendaad: Kewenangan negara untuk membuat peraturan perundang-

undangan.
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Dialektika Hak Menguasai Negara (HMN) dan Hak Ulayat
dalam Pasal 33 UUD 1945

Dalam praktik agraria dan sumber daya alam di Indonesia, frasa “dikuasai
oleh negara” sering ditafsirkan sebagai dasar untuk menjadikan tanah, hutan,
dan sumber daya sebagai state property, lalu dialihkan lebih jauh menjadi
private property (Kkorporasi), sehingga ruang bagi common property
komunitas adat menyempit (Nahumury et al, 2025). Pergeseran dari
traditional common property — state property — private property ini
berimplikasi langsung pada semakin lemahnya posisi hak ulayat dalam
sengketa tanah, hutan, dan sumber daya alam (Nahumury et al,, 2025).

Dalam kerangka ini, negara cenderung berperan seolah sebagai pemilik
(dominium), bukan sekadar pengatur (imperium). Hal itu tampak ketika
hutan-hutan yang secara faktual “dikuasai oleh masyarakat hukum adat”
dimasukkan ke dalam kategori “hutan negara” semata-mata sebagai
konsekuensi dari hak menguasai dan mengurus oleh negara (Nahumury et
al., 2025).

Hak ulayat dipahami sebagai hak komunal: masyarakat adat mengenal
hak individual, tetapi hak tersebut dalam keadaan tertentu kembali ke dalam
kekuasaan komunal, bukan individu (Amin et al., 2025). Penguasaan individu
atas tanah dalam masyarakat adat bertumpu pada intensitas pemanfaatan
dan pemeliharaan secara terus-menerus; hak milik tumbuh dari penguasaan
berkelanjutan menurut kaidah adat (Amin et al., 2025).

Dalam perspektif syariah (mazhab Syafi’i), konsep ihya’ al-mawat,
pengelolaan tanah mati yang belum dimiliki, menegaskan bahwa pengelolaan
nyata dan terus-menerus dapat melahirkan hak milik yang sah. Penulis
menunjukkan adanya paralel: pengusahaan terus-menerus atas tanah ulayat
dapat dipandang sebagai bukti legal kepemilikan, baik dalam hukum adat
maupun sebagai dasar klaim kepemilikan menurut mazhab Syafi'i (Amin et
al,, 2025).

Regulasi positif seperti Permen ATR No. 14 Tahun 2024 bahkan
membuka kemungkinan tanah ulayat didaftarkan sebagai Hak Pengelolaan
(HPL) atau Hak Milik (HM) oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat
(KAMHA), sehingga hak komunal bisa “dipatrikan” dalam skema hak-hak
agraria nasional (Amin et al., 2025). Namun di banyak sektor, pengaturan hak
MHA masih sangat sektoral dan sering justru mereduksi hak-hak tersebut,
tanpa payung hukum komprehensif yang melindungi MHA saat berhadapan
dengan negara maupun korporasi (Nahumury et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan desa, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU
Desa No. 6/2014 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak asal-
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1 pada P

usulnya. Namun dalam praktik, satuan MHA yang memenuhi kriteria desa
adatjustru ditetapkan hanya sebagai desa biasa, sehingga dimensi “keadatan”
dan kewenangan adatnya tereduksi (Nahumury et al, 2025). Ini
memperlihatkan bagaimana tafsir dan kebijakan negara dapat melemahkan

eksistensi komunal meskipun terdapat pengakuan konstitusional.

Tabel 6.1: Kontras Peran Negara dan Hak Komunal Adat

direduksi dan disektorkan

Aspek Ciri Dominan Praktik Implikasi Pada Hak
HMN Komunal
Penguasaan Negara mengklaim seperti | Menggeser common
SDA pemilik (state property, property adat;
lalu dialihkepribadian) memperlemah hak ulayat
Hak ulayat Diakui tapi sering Posisi lemah saat

sengketa tanah/hutan

Pengelolaan
adat
berkelanjutan

Di figh Syafi'i (ihya’ al-
mawat) dan adat,
pengelolaan terus-
menerus melahirkan hak
milik

Dapat dijadikan argumen
normatif bahwa hak
komunal/individu adat
adalah “milik sah” yang
harus dihormati negara

Regulasi teknis

Menyediakan kanal

Implementasi sering

(Permen ATR HPL/HM atau desa adat tidak maksimal atau
14/2024,UU menyimpang
Desa)

Sumber: diolah penulis

Dari sudut teori, HMN dianut sebagai imperium: negara mengatur untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pola penguasaan dan
pengalihan ke korporasi swasta menunjukkan bahwa dalam praktik, HMN
kerap dijalankan dengan logika dominium, sehingga:

1. Menempatkan negara sebagai “pemilik” yang bebas mengalokasikan
tanah/hutan;
2. Mengabaikan bukti pengelolaan terus-menerus oleh komunitas adat

sebagai dasar hak milik (baik secara adat maupun menurut konsep ihya’

al-mawat) (Amin et al.,, 2025; Nahumury et al., 2025).

Konflik antara frasa “dikuasai oleh negara” dan hak komunal pada
dasarnya adalah konflik antara logika dominium negara dan logika
komunalitas adat. Tanpa reposisi HMN secara tegas sebagai imperium yang
menghormati hak komunal dan penguatan instrumen pengakuan (sertifikasi,
pengaturan sektoral yang konsisten, format desa adat), benturan ini akan
terus berulang.
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Praktik HMN banyak dibaca sebagai instrumen neoliberalisme negara
yang melegitimasi pengambilalihan tanah adat demi investasi, meski secara
doktrinal HMN dimaksudkan sebagai instrumen kemakmuran rakyat. HMN
sebagai dasar legal “legal dispossession”: ekspansi sawit dan agro-fuel
ditopang strategi hukum negara (kodifikasi hak, konsentrasi penguasaan,
dan valorisasi SDA) yang merujuk pada “kepentingan nasional” untuk
melegitimasi enclosure tanah adat dan pengalihannya menjadi tanah
negara/privat bagi agroindustri ekspor (Pichler, 2015). Pengambilalihan atas
nama “kepentingan umum”: doktrin public interest dipakai rezim Jokowi
untuk justifikasi pengadaan tanah bagi proyek wisata dan bendungan; secara
empiris manfaat bagi komunitas lokal lemah, sementara negara tampil
sebagai procurer terbesar tanah bagi investasi modal (Meckelburg &
Wardana, 2024).

UU Minerba & UU Cipta Kerja berorientasi kuat pada kemudahan
investasi dan membuka potensi perampasan wilayah adat; tanpa UU
Masyarakat Adat, konflik struktural dan perampasan wilayah adat
diproyeksikan makin massif (Sari, 2021). Analisis Omnibus Law Cipta Kerja
menunjukkan redefinisi kepentingan umum dan percepatan perizinan yang
“memprioritaskan akses investor” di atas hak wulayat, mengukuhkan
paradigma neo-kapitalis dalam tata kelola tanah (Utomo & Nadriana, 2025).

Tabel 6.2: Pola Hubungan HMN, Regulasi, dan Dispossession

Level Pola Kunci Implikasi bagi tanah adat

Doktrin HMN = kewajiban Secara teori membatasi negara
publik, bukan oleh hak ulayat (Sembiring,
dominium 2016; Wiryani & Najih, 2023)

Praktik Codification, zoning, Legitimasi enclosure dan

regulasi konsesi besar, Omnibus | komodifikasi tanah adat
Law

Dampak Konflik agraria, Dispossession dengan klaim
peminggiran MHA, pembangunan & investasi
“legal land grabs”

Level Pola Kunci Implikasi bagi tanah adat

Sumber: diolah penulis

Secara konseptual, HMN dirumuskan sebagai instrumen imperium yang
dibatasi tujuan kemakmuran rakyat, hak perseorangan, dan hak ulayat
(Sembiring, 2016). Namun studi agraria dan politik ekonomi menunjukkan
bahwa dalam eraliberalisasi dan Omnibus Law, HMN kerap dioperasionalkan
sebagai perangkat neoliberalisme negara: negara sebagai broker tanah bagi
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Konversi Hak Atas Tanah

Latar Belakang

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), hukum pertanahan di Indonesia
bersifat dualistis, yaitu terdiri dari hukum adat dan hukum Barat. (Harsono,
2006) Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan
dalam penguasaan tanah. UUPA hadir dengan bentuk unifikasi hukum atau
dikenal dengan penyatuan hukum pertanahan nasional. Salah satu
instrument paling penting untuk mencapai tujuan ini adalah Konversi Hak
atas Tanah. (Boedi Harsono, 2007)

Pengertian dan Tujuan Konversi Hak atas Tanah

Konversi diartikan sebagai bentuk perubahan, sebelum berlakunya UUPA,
menjadi jenis-jenis hak atas tanah yang baru menurut sistem pengubahan,
atau penukaran dalam konteks hukum agrarian. Konversi hak atas tanah
pada dasarnya adalah proses penyesuaian hak-hak atas tanah yang ada
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Pokok Agraria (UUPA) menjadi hak-hak baru yang diakui dalam
hukum nasional. Sebelum berlakunya UUPA, Indonesia mengalami dualisme
hukum pertanahan, yaitu hukum lokal (hukum adat) dan hukum Barat (yang
diatur dalam Burgerlijk Wetboek) berlaku bagi tanah-tanah tertentu.
Hadirnya konversi ini untuk menyelaraskan status kepemilikan agar sesuai
dengan prinsip unifikasi hukum pertanahan yang dicitakan oleh Negara
Indonesia (Harsono, 2007).

Secara teknis, pengertian konversi mencakup pengubahan hak-haklama
yang tunduk pada hukum Barat (Eigendom, Erfpacht, dan Opstal) yang tunduk
pada hukum lokal/hukum adat (Girik, Letter C, dan Pipil) akan menjadi Hak
Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang sesuai dengan
ketentuan konversi UUPA. Proses ini tidak dimaksudkan untuk
menghapuskan hak seseorang atas tanahnya secara sewenang-wenang,
melainkan untuk memberikan wadah hukum baru yang lebih modern,
tertulis, dan terintegrasi. Dengan demikian, hak-hak yang tadinya hanya
berdasarkan penguasaan fisik atau dokumen kolonial yang usang
mendapatkan pengakuan formal dalam sistem administrasi negara yang
seragam (Santoso, 2012).

Tujuan utama dari konversi hak atas tanah adalah untuk mewujudkan
kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah. Tanpa adanya
konversi, dokumen lama sering kali hanya berfungsi sebagai bukti
pembayaran pajak (tax receipt), bukan bukti kepemilikan mutlak. Melalui
konversi yang ditindaklajuti dengan pendaftaran tanah, pemilik akan

Mega Ayu Ningtyas




Konversi Hak Atas Tanah

mendapatkan sertifikat yang merupakan alat pembuktian yang kuat. Hal ini
membawa dampak berupa potensi sengketa lahan, tumpang tindih dari pihak
lain, dan penyerobotan lahan serta lemahnya perlindungan bagi pemilik
tanah (Parlindungan, 1990).

Dalam konteks modern, tujuan konversi saat ini berkaitan erat dengan
percepatan transformasi digital dalam administrasi pertanahan. Melalui
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah
berupaya agar seluruh hak lama segera terkonversi dan terdata secara digital
di pangkalan data BPN. Dengan tujuan supaya terciptanya transparansi yang
tinggi, menutup ruang gerak bagi mafia tanah, serta mempercepat proses
pelayanan publik. Dengan demikian, konversi berfungsi sebagai jembatan
bagi kedaulatan agrarian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga
modern secara administratif (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, 2024).

Asas-Asas dalam Konversi Hak atas Tanah

Konversi hak atas tanah didasarkan pada asas-asas yang terkandung dalam

UUPA, antara lain:

1. Asas unifikasi hukum artinya konversi menyatukan semua hak atas tanah
di bawah satu hukum nasional, yaitu UUPA. Serta adanya UUPA ini
menghapus akan dualisme hukum agraria. Sebelum berlakunya UUPA,
Indonesia terjebak dalam dualisme hukum yang membedakan antara
tanah hak Barat dan tanah hak adat. Asas unifikasi menuntut agar seluruh
hak-hak lama tersebut dilebur dalam satu sistem hukum nasional yang
seragam. Melalui konversi, perbedaan kasta hukum atas tanah
dihapuskan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi hukum dalam
penguasaan tanah di Indonesia. Penyeragaman ini menjadi fondasi bagi
terciptanya tata Kkelola agrarian yang bersifat nasionalistik dan
berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Harsono, 2007).

2. Asas Kepastian hukum artinya konversi akan menjamin kepastian dari
subjek, objek, dan bentuk jenis hak atas tanah bagi masyarakat. Konversi
hak atas tanah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya
negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada
pemegang hak. Dengan dikonversinya bukti lama menjadi sertifikat resmi,
subjek dan objek hak atas tanah menjadi jelas secara yuridis. Adanya
konversi ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan
memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola aset tanah
mereka agar terhindar dari klaim pihak lain yang tidak bertanggung
jawab (Santoso, 2012).
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Konsep Hak Pengelolaan dan Perbedaannya dengan Hak

Atas Tanah Lainnya

Konsep Hak Pengelolaan (HPL) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan
pengelolaan tanah negara pasca-kemerdekaan Indonesia, di mana negara
diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah melalui Hak
Menguasai Negara (HMN) berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA
1960. Latar belakangnya berakar pada reformasi agraria untuk
menyederhanakan hukum pertanahan kolonial dan memastikan fungsi sosial
tanah, di mana HPL menjadi pelimpahan sebagian kewenangan HMN kepada
instansi pemerintah atau badan hukum tertentu. Konsep ini secara eksplisit
lahir dari konversi "hak penguasaan atas tanah negara" dalam PP No. 8 Tahun
1953 melalui Permen Agraria No. 9 Tahun 1965, meskipun UUPA tidak
mengaturnya secara tegas melainkan secara implisit dalam Penjelasan
Umum II dan Pasal 2 ayat (4) (Harsono, 1995).

HPL berkembang dari sistem domain Belanda yang memusatkan
penguasaan tanah pada negara kolonial, digantikan oleh prinsip
nasionalisme agraria pasca-1945 untuk mencegah monopoli dan
memastikan kesejahteraan rakyat. Boedi Harsono menyebut HPL sebagai
"gempitan" atau bagian dari HMN yang dilimpahkan kewenangannya untuk
perencanaan dan penggunaan tanah. Maria S.W. Sumardjono menekankan
HPL sebagai hak menguasai negara yang sebagian pelaksanaannya
didelegasikan, dengan fungsi utama pengelolaan publik. Regulasi HPL
dimulai dengan PP No. 8/1953 tentang penguasaan tanah negara, dikonversi
melalui Permen Agraria No. 9/1965 dan No. 1/1966, serta diperkuat dalam
PP No. 18 Tahun 2021 yang mengatur pemberian, perpanjangan, dan
pelepasan HPL secara komprehensif (Sumardjono, 2005).

Hak Pengelolaan (HPL) berbeda secara mendasar dari hak-hak atas
tanah lain karena bukan termasuk hak primer sebagaimana Pasal 16 UUPA
(Hak Milik/HM, Hak Guna Usaha/HGU, Hak Guna Bangunan/HGB, Hak
Pakai/HP), melainkan bagian dari pelaksanaan Hak Menguasai Negara
(HMN) yang dilimpahkan kewenangannya kepada instansi pemerintah atau
BUMN untuk pengelolaan. HPL bersifat administratif-publik, memungkinkan
pemegangnya memberikan hak turunan seperti HGB atau HP, tanpa hak
kepemilikan pribadi, sementara HM bersifat mutlak dan permanen hanya
untuk WNI. Perbedaan ini mencakup subjek, jangka waktu, dan wewenang,
di mana HGU dan HGB bersifat sementara untuk
usaha/perkebunan/bangunan, sedangkan HP lebih terbatas pada
penggunaan tanpa pengelolaan luas.
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Boedi Harsono menegaskan HPL sebagai "hak penguasaan atas tanah
sebagai lembaga hukum" yang konkret, berbeda dari hak individu seperti HM
yang bersifat pribadi. Maria S.W. Sumardjono menyatakan hak atas tanah
primer terbatas pada HM, HGU, HGB, dan HP, sementara HPL adalah delegasi
HMN untuk fungsi publik (Sumardjono, 2007). Perbedaan ini menjamin
kontrol negara atas tanah strategis sambil memfasilitasi pengembangan
(Harsono, 2008).

Pengertian dan Unsur-Unsur Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan (HPL) didefinisikan sebagai hak menguasai dari negara atas
tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian atau seluruhnya
dilimpahkan kepada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD,
badan hukum milik negara/daerah, badan bank tanah, atau badan hukum
yang ditunjuk pemerintah, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) PP No. 18 Tahun
2021. Definisi ini berasal dari konversi "Hak Penguasaan atas Tanah Negara"
dalam PP No. 8 Tahun 1953, yang memberikan wewenang pengelolaan tanah
negara kepada departemen, direktorat, atau daerah swatantra untuk tugas
umum dan pemberian hak turunan. Boedi Harsono mendefinisikan HPL
sebagai hak penguasaan atas tanah negara yang dilimpahkan kepada lembaga
pemerintah untuk merencanakan, menggunakan, dan menyerahkan sebagian
tanah kepada pihak ketiga. Maria S.W. Sumardjono menegaskan HPL bukan
hak atas tanah primer (seperti HM atau HGU), melainkan pelimpahan hak
menguasai negara (Pasal 2 ayat (4) UUPA) dengan fungsi pengelolaan publik
dan sosial. Doktrin ini menekankan HPL Dbersifat administratif,
memungkinkan pemegangnya menyusun rencana tata ruang dan kerja sama
dengan pihak lain.

Dasar Hukum dari pengaturan hak pengelolaan adalah:

1. PP No. 8 Tahun 1953: Cikal bakal HPL sebagai penguasaan tanah negara
oleh lembaga negara.

2. Permen Agraria No. 9 Tahun 1965: Mengonversi menjadi HPL dengan
wewenang penuh pengelolaan.

3. PP No. 18 Tahun 2021: Definisi modern, termasuk objek tanah ulayat, dan
kewenangan seperti pemanfaatan untuk tugas negara atau kerjasama.

Hak Pengelolaan (HPL) melekat unsur-unsur hukum seperti hak

menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan (Pasal 1

ayat (3) PP No. 18/2021), bersifat abadi tanpa jangka waktu, tidak dapat

dialihkan atau dijaminkan, serta wajib memenuhi fungsi sosial dan

kesejahteraan rakyat. Unsur lain mencakup kewenangan menyusun rencana
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tata ruang, memanfaatkan langsung atau bekerja sama dengan pihak ketiga,
serta tanggung jawab pengawasan dan pemanfaatan sesuai RTR.

Subjek pemegang HPL terbatas pada pihak publik untuk menjaga

kepentingan negara, yaitu:

1. Instansi pemerintah pusat (jika terkait tugas pokok, atau dengan
persetujuan Menteri Keuangan jika tidak) (Firm, 2025).

2. Pemerintah daerah.

BUMN/BUMD beserta anak perusahaannya.

4. Badan hukum milik negara/daerah, Badan Bank Tanah, atau badan

w

hukum yang ditunjuk pemerintah/badan hukum dengan penugasan
khusus via Perpres. Perorangan tidak dapat menjadi subjek HPL.

Objek HPL meliputi tanah negara, tanah ulayat yang ditetapkan Menteri,
Ruang Atas Tanah (RAT), Ruang Bawah Tanah (RBT), serta pulau kecil.
Pemberian HPL atas objek ini melalui keputusan Menteri ATR/Kepala BPN,
dengan pendaftaran di Kantor Pertanahan untuk sah secara hukum (Law,
2023).

Hak dan Kewenangan Pemegang HPL
Wewenang pengelolaan dan perencanaan penggunaan tanah dalam Hak
Pengelolaan (HPL) mencakup kewenangan komprehensif pemegang HPL
untuk mengelola tanah negara atau ulayat secara strategis, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021. Wewenang ini meliputi
penyusunan rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
sesuai Rencana Tata Ruang (RTR) nasional /daerah, memastikan keselarasan
dengan kepentingan publik dan pembangunan.

Pemegang HPL berwenang:

1. Merencanakan secara komprehensif: Menyusun rencana detail
peruntukan (misalnya kawasan industri, perumahan, atau konservasi),
penggunaan (seperti pertanian atau infrastruktur), dan pemanfaatan
tanah berdasarkan RTRW/RTR, termasuk RAT dan RBT.

2. Memanfaatkan langsung atau kerjasama: Menggunakan tanah sendiri
untuk tugas negara atau bekerjasama dengan pihak ketiga melalui
perjanjian pemanfaatan, dengan menentukan tarif/uang wajib tahunan.

3. Memberikan hak turunan: Melimpahkan HGU, HGB, atau HP kepada pihak
lain atas persetujuan pemegang HPL, memfasilitasi investasi sambil
mempertahankan kontrol negara.

Mekanisme pelaksanaan pendaftaran HPL adalah proses dimulai
dengan pendaftaran sertifikat HPL di Kantor Pertanahan, diikuti koordinasi
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Hak Sewa Untuk Bangunan

Pendahuluan

Hak Sewa untuk Bangunan merupakan salah satu institusi hukum agraria
yang memiliki posisi unik dalam sistem penguasaan tanah di Indonesia.
Meskipun tidak digolongkan sebagai hak atas tanah yang bersifat kuat dan
penuh seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, hak sewa tetap
diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Keberadaannya
mencerminkan kebutuhan praktis masyarakat akan mekanisme
pemanfaatan tanah yang fleksibel, terutama ketika penguasaan tanah secara
langsung tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan.

Dalam dinamika pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan dan
kawasan ekonomi strategis (Wibowo 2025), hak sewa untuk bangunan
menjadi instrumen yang sering digunakan oleh pelaku usaha, individu,
maupun badan hukum. Melalui hak ini, seseorang dapat mendirikan dan
memiliki bangunan di atas tanah milik pihak lain tanpa harus memperoleh
hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, hak sewa berfungsi sebagai
jembatan antara kepentingan pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan
tanah untuk keperluan tertentu (Hardi 2004).

Pendahuluan bab ini menempatkan hak sewa untuk bangunan tidak
semata-mata sebagai hubungan kontraktual biasa, tetapi sebagai bagian dari
sistem hukum agraria nasional yang harus dipahami dalam kerangka fungsi
sosial tanah, kepastian hukum, serta keadilan bagi para pihak (Fajrimustika,
Soepandji, and Parwitasari 2024). Pemahaman yang utuh menjadi penting
agar hak sewa tidak disalahartikan sebagai hak yang lemah atau tidak
signifikan dalam praktik hukum pertanahan (Tutik Sundari 2016).

Pengertian dan Dasar Hukum Hak Sewa untuk Bangunan
Hak Sewa untuk Bangunan secara normatif diatur dalam Pasal 44 UUPA.
Walaupun UUPA menyebut hak sewa untuk bangunan, Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP
Pendaftaran Tanah) mengatur pembebanan hak sewa untuk bangunan atas
tanah hak milik (Santoso 2018:334). Pembebanan hak sewa untuk bangunan
merupakan hak milik yang dibebani hak sewa untuk bangunan. Hak sewa
untuk bangunan adalah hak atas tanah yang lahir dari tanah hak milik. UUPA
tidak memberikan pengertian hak sewa untuk bangunan (Santoso 2018). Hak
sewa untuk bangunan termasuk dalam hak atas tanah yang bersifat primer.
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Gambar 9.1: Posisi Hak Sewa untuk Bangunan Dalam Hak Atas Tanah

UUPA mendefinisikan hak sewa sebagai hak untuk menggunakan tanah
milik orang lain guna keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang
sebagai sewa. Dari definisi ini terlihat bahwa hak sewa merupakan hak yang
lahir dari perjanjian (Wibowo et al. 2024) dan tidak memberikan
kewenangan penguasaan atas tanah secara langsung sebagaimana hak-hak

atas tanah lainnya.

Hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau
badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak
milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa dan dalam
jangka waktu tertentu untuk menggunakan tanah berdasarkan kesepakatan
antara pemilik tanah dan pemegang hak sewa untuk bangunan (Santoso

2018).
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Hak Orang Asing Atas Tanah di Indonesia

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kedaulatan penuh atas bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai amanat Pasal 33
ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam kerangka hukum agraria, hubungan antara
Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tanah didasarkan pada Prinsip
Nasionalitas dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang menyatakan bahwa
hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hubungan
sepenuhnya dengan tanah, air, dan ruang angkasa di Indonesia. Namun,
seiring dengan perkembangan ekonomi global, kebutuhan akan kepastian
hukum bagi subjek hukum asing menjadi hal yang tidak dapat dihindari
terkait investasi, bisnis, dan bahkan kebutuhan tempat tinggal di Indonesia.

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk lintas
negara telah mendorong kehadiran orang asing di Indonesia, baik untuk
tujuan bekerja, berinvestasi, maupun bertempat tinggal. Kondisi ini
menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang jelas mengenai hak orang
asing atas tanah, khususnya untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak
asing tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Di satu sisi, kehadiran orang
asing dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional,
namun di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak
diatur secara tegas dan konsisten.

Secara sosiologis, peningkatan jumlah orang asing yang tinggal dan
bekerja di Indonesia, namun sering kali terbentur oleh batasan kepemilikan
tanah. Kondisi ini sering memicu praktik nominee agreement (pinjam nama)
yang secara hukum berisiko dan tidak memberikan perlindungan maksimal
bagi para pihak, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi
aspirasi tersebut tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Hukum pertanahan Indonesia menganut asas nasionalitas yang
menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak
milik atas tanah. Orang asing dibatasi hanya pada hak-hak tertentu, seperti
hak pakai dan hak sewa, dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu.
Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak
asing secara berlebihan serta menjaga kedaulatan negara atas sumber daya
agraria. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan,
seperti penyelundupan hukum melalui perjanjian nominee dan lemahnya
pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh orang asing.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan
mengenai hak orang asing atas tanah di Indonesia masih memerlukan kajian
yang komprehensif. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana peraturan
perundang-undangan yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum,
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perlindungan kepentingan nasional, serta mendukung iklim investasi yang
sehat.

Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Atas Tanah

Landasan Konstitusional (UUD NRI 1945): Sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menempati posisi tertinggi sebagai hukum dasar. Pasal 33 ayat
(3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks orang asing, hal ini
membatasi pemberian hak agar tidak mencederai kedaulatan bangsa atas
tanah nasional.

Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari kerangka hukum agraria nasional yang berlandaskan pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). UUPA menegaskan prinsip penguasaan negara atas bumi,
air, dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yang memberikan
kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah demi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar pembatasan
terhadap subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, termasuk
pembatasan bagi orang asing.

Secara yuridis, kedudukan orang asing sebagai subjek hak atas tanah
diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa
hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ketentuan
ini diperkuat oleh Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa setiap
perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik kepada
orang asing adalah batal demi hukum. Dengan demikian, secara normatif,
hukum agraria Indonesia menutup kemungkinan kepemilikan hak milik atas
tanah oleh orang asing dalam bentuk apa pun.

UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Sebagai aturan di tingkat Undang-Undang,
UUPA merupakan sumber utama hukum agraria di Indonesia. Berdasarkan
prinsip nasionalitas yang dianut, orang asing tidak diperbolehkan memiliki
hak milik. Norma yang digunakan bersifat imperatif (wajib); orang asing
hanya dapat diberikan hak-hak tertentu seperti Hak Pakai dan Hak Sewa.
Warga Negara Asing wajib memenuhi persyaratan administratif yang ketat
untuk dapat memegang hak tersebut guna menjaga ketertiban hukum.

Meskipun demikian, UUPA tetap memberikan ruang hukum bagi orang
asing untuk memperoleh hak atas tanah dalam bentuk hak-hak tertentu yang
bersifat terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UUPA yang menyebutkan
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Konsep dan Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Wilayah
Konsep welfare state pada hakikatnya dipahami sebagai konsep negara yang
menjadi dasar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Penegasan atas konsep tersebut dapat ditemukan dalam sasaran
yang ditetapkan oleh negara yang dirumuskan pada alinea IV Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945), melalui penggunaan frasa “..untuk memajukan kesejahteraan
umum...”. Sebagaimana dikemukakan dalam pandangan Bagir Manan,
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan posisi Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang sekaligus menjalankan
kewenangan administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab serta
kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum
tersebut, wewenang pemerintah di bidang kesejahteraan umum tersebut
selanjutnya diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional (Manan
2003). Pada praktiknya penyelenggaraan pembangunan nasional ditujukan
pada seluruh sektor kehidupan masyarakat sebagai bentuk peran
pemerintah dalam merealisasikan cita-cita kemerdekaan serta mencapai
tujuan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Sebagai upaya mewujudkan
tujuan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan nasional
dilakukan dengan suatu perencanaan (Sidharta 2009). Berkenaan dengan
rencana (het plan), de Haan, dkk, berpendapat bahwa “via planning tracht de
overheid samenhang te brengen in het eigen beleid en tegelijk dit af te stemmen
op het beleid van andere bestuursorganen en openbare lichamen” (melalui
proses perencanaan yang sistematis, pemerintah melakukan penyesuaian
dan penyelarasan kebijakan antarlembaga pemerintahan dan badan hukum
publik yang secara fungsional saling terkait) (Tjandra 2018).

Dikemukakan juga oleh Belifante bahwasanya rencana merupakan
bagian integral dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan
(bestuurrechtshandeling), yakni sebuah tindakan yang secara sengaja
diarahkan untuk menghasilkan implikasi hukum. Dijelaskan lebih lanjut
mengenai rencana, yaitu “Het plan is een gehel van samenghangende
maatregelen van de overheid, waardoor de verwerkelijking van een bepaalde
geordende toestand wordt nagestreefd. Dit geheel is in de vorm van een
administratiefrechtelijke rechtsgevolgen doet onstaat” (Rencana adalah
serangkaian tindakan pemerintahan yang dilaksanakan secara terus-
menerus dengan tujuan menghasilkan suatu kondisi yang tertib dan
terorganisasi. Keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan
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tersebut disusun dalam kerangka tindakan hukum administrasi negara yang
berimplikasi pada timbulnya akibat hukum. Sebagai bagian dari suatu
tindakan hukum pemerintahan, maka rencana atau perencanaan pada
prinsipnya memiliki relevansi hukum (HR 2019).

Di samping itu juga, rencana atau perencanaan merupakan bagian dari
pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah untuk
menyelesaikan suatu masalah dan berorientasi pada tujuan masa depan yang
dirumuskan dalam rentang waktu jangka pendek hingga jangka panjang
(Tarigan 2016). Dengan demikian, pengambilan keputusan atau kebijakan
oleh pemerintah berupa rencana atau perencanaan, pada praktiknya
kemudian dituangkan secara tertulis dan ditetapkan ke dalam bentuk hukum
tertentu sebagai suatu tindakan hukum pemerintahan, sehingga rencana atau
perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut memiliki relevansi
atau implikasi hukum. Dalam perkembangannya di era post-modern, secara
substantif suatu perencanaan yang disusun perlu memperhatikan aspek
interaksi sosial dan sifat multidimensi. Sebab dapat dipahami bahwasanya
interaksi sosial yang melibatkan banyak pihak dan juga sifat multi-dimensi
(ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain-lain) menjadi hal penting yang
dibutuhkan oleh ahli perencanaan guna mewujudkan suatu perencanaan
yang efektif (Masik 2005).

Secara empiris, timbulnya persoalan yang cukup kompleks dalam
pelaksanaan pembangunan nasional diakibatkan dari adanya penyusunan
proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang masih
terfragmentasi secara sektoral. Untuk mengatasi persoalan tersebut,
berbagai upaya mesti dilakukan dalam rangka mengintegrasikan
pelaksanaan pembangunan antarsektor maupun antarwilayah. Upaya
tersebut yaitu dengan membangun pola kerja yang terintegrasi dalam
kerangka perencanaan. Mekanisme kerja yang bersangkutan kemudian
disebut sebagai istilah comprehensive planning. Secara substantif,
comprehensive planning tersebut merupakan sebuah kerangka perencanaan
yang dalam implementasinya mengakomodasi kebutuhan, tujuan, dan
kepentingan yang berasal dari berbagai sektor. Di samping itu, dalam tatanan
sistem comprehensive planning terdiri atas dua dimensi, yakni sistem
kelembagaan perencanaan dan sistem yang berorientasi pada wilayah
perencanaan (Sutaryono, Riyadi, and Widiyantoro 2020). Karakteristik
perencanaan komprehensif meliputi cakupan wilayah dan fungsi yang luas,
sifat umum, orientasi jangka panjang, serta fokus pada persoalan sistem.
Pendekatan ini lazim disebut sebagai pendekatan rational comprehensive
dan menghasilkan produk perencanaan berupa rencana induk (master plan)
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maupun rencana umum (general plan) (Sunarno et al. 2024). Dalam

comprehensive planning terdapat 3 (tiga) macam skala kewilayahan, yaitu

(Sugiyanto et al. 2023):

1. Wilayah Nasional
Wilayah Nasional adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-batas
administrasi dan politik suatu negara tertentu, yang di dalamnya terdapat
berbagai wilayah regional atau provinsi maupun wilayah kabupaten atau
kota.

2. Wilayah Regional
Wilayah regional merupakan subwilayah nasional yang dibatasi oleh unit
administrasi tertentu ataupun didasarkan pada batasan-batasan fisik
yang ada pada daerah tertentu atau gabungan dari keduanya. Wilayah ini
dapat berupa wilayah pengembangan yang terdiri dari beberapa
kabupaten/kota maupun terbatas pada wilayah administrasi setingkat
provinsi.

3. Wilayah Lokal
Sama halnya dengan skala wilayah subnasional atau regional, batas
wilayah lokal dapat mengikuti batas unit administratif maupun unit fisik
yang ada. Karena itu, wilayah pada skala ini biasanya relatif sempit, dan
delimitasi berdasarkan unit administrasi cenderung lebih mudah
dilakukan. Secara umum, wilayah administratif kabupaten/kota sering
dijadikan dasar perencanaan. Akan tetapi, dalam konteks kekinian, skala
wilayah perencanaan telah berkembang ke tingkat yang lebih lokal dan
spesifik, seperti desa, wilayah adat, dan bentuk wilayah perencanaan lain
yang pengaturannya bersumber dari kebijakan penataan ruang.

Secara konseptual, perencanaan wilayah meliputi pengaturan
pemanfaatan ruang, termasuk pengelolaan pergerakan di dalam wilayah
tersebut, serta penataan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Pengaturan
tersebut diakomodasi melalui perencanaan tata ruang wilayah. Sementara
itu, perencanaan aktivitas di suatu wilayah diatur melalui perencanaan
pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah tersebut kemudian dituangkan
ke yang disusun melalui tahapan perencanaan pembangunan berdasarkan
horizon waktu jangka panjang, menengah, dan pendek, masing-masing
dengan rentang 25-30 tahun, 5-6 tahun, dan 1-2 tahun. Pada dasarnya, dua
model perencanaan tersebut bersifat satu kesatuan (continuum) dan bersifat
integral karena masing-masing saling mengisi dalam proses perencanaan.
Tata ruang wilayah memiliki peran ganda sebagai fondasi serta sasaran
dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan 2016).
Perencanaan wilayah umumnya dimulai dengan penyusunan visi dan misi
wilayah. Visi menggambarkan kondisi masa depan ideal yang hendak dicapai,
yang meskipun bersifat abstrak, memuat karakteristik khas wilayah dan
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berfungsi sebagai inspirasi serta pengarah dalam proses perencanaan
pembangunan wilayah. Misi merupakan tahapan strategis untuk mencapai
visi yang dirumuskan dalam bentuk kondisi ideal yang lebih konkret dan
realistis. Dalam Kkonteks perencanaan wilayah, proses perencanaan
sebaiknya dilaksanakan setelah Rencana tata ruang wilayah tersedia karena
memiliki peran ganda, yaitu sebagai landasan sekaligus sasaran dalam
perencanaan pembangunan wilayah. (Budiman 2021).

Dalam perencanaan wilayah, secara substantif terdapat 3 (tiga) jenis
aspek kehidupan yang saling terkait di dalamnya, yang terdiri atas aspek
ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek fisik wilayah. Meskipun dalam
konteks wilayah yang lebih luas, ketiga aspek tersebut bersifat saling terkait
dan sulit dipisahkan, namun demikian, meskipun ketiga aspek saling
berkaitan, dalam praktik tertentu proporsi kegiatan masih memperlihatkan
titik penekanan yang dapat diidentifikasi. Fenomena ini konsisten dengan
fokus pada pembangunan berkelanjutan dari perspektif pengelolaan lahan
(land management), sebagaimana diuraikan oleh Enemark et al. (2005) pada
Gambar 11.1 di bawah ini. Pada Gambar 11.1, temuan tersebut
mengindikasikan bahwa paradigma land management berlandaskan pada
orientasi pembangunan berkelanjutan, dengan mempertim-bangkan dimensi
ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Economic, social, &
environmental

=

Land administration
Functions

Land information
Land tenure, land

value, land use,
land development

=

infrastuctures

Country context
Institutional
arrangement

Gambar 11.1: The Land Management Paradigm
menurut Enemark, dkk, (2005)
Sumber: (Sutaryono et al. 2020)
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Manusia Berasal dari Tanah

Uraian mengenai tanah sebagai sumber kehidupan manusia dikutip dari
tulisan Seyed Kazem Alavipanah, Jafar Jafarzadeh, dan Kolsoum Ghazanfari
yang berjudul “Tanah Dalam Pemikiran Rumi” dalam buku berjudul Cultural
Understanding of Soils. The Importance of Cultural Diversity and of the Inner
World yang dihimpun Nikola Patzel et al. (editor).

Gagasan tentang manusia memakan tanah (Khak-Khwari-e Ensan,
pemakan bumi) yang dikemukakan Rumi juga memiliki makna simbolis yang
menghubungkan manusia dengan seluruh dunia. Rumi menegaskan bahwa
nutrisi berpindah dari tanah ke tanaman ke manusia, atau dari tanah ke
tanaman ke hewan ke manusia sebagai bagian dari jaring makanan. Dan
tampaknya ia melihat di dalamnya hubungan antara gagasan materi
primordial alam semesta yang diciptakan dan fungsi tanah yang menopang
kehidupan.

Rumi mempromosikan tanah sebagai pembersih, percaya bahwa tanah
membersihkan benih, dan kemurnian ini menyebabkan perkecambahan
benih (Gambar 12.1). Memang, gagasan kerendahan hati dan penerimaan
dibahas di sini sambil menggabungkan makna konkret dan simbolis.

Gambar 12.1: Keseimbangan dan Dinamika Keempat Unsur
Sumber: diolah penulis
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Bersihkan dirimu dan rendah hatilah seperti tanah agar tanaman
tumbuh dari tanahmu. (Masnavi Maanavi, bait 251) Dalam pandangan puitis
Rumi, tanah yang basah kuyup oleh keringat menjadi subur dengan emas, dan
dalam kehadiran manusia, tanah menyerap jiwa dan diberkati dengan berkah
jiwa.

Benih manusia daneh-ie adami (hakikat keberadaan manusia) kemudian
disembunyikan dalam matriks tanahnya, dan hujan serta air harus dibawa ke
sana, air dimaksudkan secara fisik untuk membasahi tanah dan secara
simbolis untuk merendam benih hakikat manusia dengan cinta agar mereka
tumbuh dan muncul dari matriks umum yang disebut tanah mereka:
Kasihanilah keberadaanmu, tanah, karena engkau lebih lemah daripada
keempat unsur ini yang dapat engkau ciptakan di dalam tanah dengan cara
yang revolusioner. (Molavi, Shams Tabriz Ghazaliat, ayat 308)

Ya Tuhan, kebaikan-Mu memberi kami air yang memberi
kehidupan/sudah waktunya menjadikan kami murah hati dan baik hati.
(Molawi, Shams Tabriz Ghazaliat, ayat 399) Konsistensi dan keberlangsungan
kehidupan manusia di bumi menyiratkan penyatuan semua unsur kehidupan.
Tidak hanya manusia tetapi semua makhluk lain bergantung pada tanah
karena kebutuhan vital mereka. Oleh karena itu, mereka semua bersama-
sama dalam jaring kehidupan.

Dalam hal ini, manusia tidak lebih baik dari semua makhluk lain; sifat
mereka yang bergantung pada tanah menjadi dasar kerendahan hati yang
dibutuhkan. Rumi menentang gagasan yang tidak realistis tentang supremasi
manusia. Sebaliknya, terdapat keterikatan mendalam antara semua
kehidupan di bumi dan kesatuan kehidupan dalam pikiran Allah dan dalam
interaksi ekologis mereka. Dalam teologi dan filsafat Maulana (guru kita),
yang tersirat, hanya Tuhan yang unggul, dan semua makhluk pada dasarnya
setara dan karenanya harus rendah hati dan bekerja sama secara "kolegial,"
dengan implikasi ekologis dan sosial yang mungkin ditimbulkannya.

Rumi, juga disebut Maulana (“guru kita”), adalah salah satu penyair dan
mistikus paling berpengaruh di dunia Islam. Nama aslinya adalah Jalal ad-Din
Muhammad Balkhi: lahir di Balkh, sebuah kota di Khorasan Raya di Persia
kuno (sekarang bagian tengah utara Afghanistan). Ia adalah seorang penyair
dan mistikus Persia serta seorang fagih (ahli hukum) dan teolog Islam yang
hidup pada abad ketujuh Hijriah (1207-1273 M).

Dalam pandangan Rumi, tanah adalah zat utama semua makhluk di
dunia alami, landasan perkembangan mereka, dan satu-satunya sumber
nutrisi fisik. Manusia berasal dari tanah, telah ditopang oleh tanah melalui
makanan yang dihasilkannya, dan manusia kembali menjadi bagian dari
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Sebenarnya penatagunaan tanah bukan hanya dalam bentuk konsolidasi
tanah, namun hampir semua regulasi mengenai penataan ruang dan
pertanahan mengandung pengertian penatagunaan tanah, misalnya program
redistribusi tanah yang mendistribusikan bidang-bidang tanah kepada
masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kepentingan mencari nafkah
atau bercocok tanam. Setiap bidang tanah yang dimanfaatkan senantiasa
memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur penataan bidang-bidang
tanah. Di lain pihak, masyarakat selaku subjek pemilik tanah, meskipun
sebagian besar belum mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan,
merupakan kendala dalam berbagai program penatagunaan tanah yang
berpotensi menimbulkan dispute atau sengketa yang akan menghambat
pelaksanaan penagunaan tanah.
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Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia telah
membawa berbagai perubahan di segala sektor kehidupan manusia, baik di
sektor privat maupun sektor publik, salah satunya penyelenggaraan di
bidang pertanahan. Negara Korea Selatan, dengan Land Management
Information System in Korea, telah lebih dahulu melakukan mekanisme Hak
Tanggungan Elektronik (Cho, 2004). Demikian juga, Selandia Baru yang
disebut Land Online telah memberlakukan sertifikat tanah elektronik sejak
Tahun 1996 (Low, 2005) (Wiyandari, 2024).

Pada tahun 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional juga merespon positif transformasi digital melalui
Modernisasi Pelayanan Pertanahan (MPP), dengan disahkannya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).
Peraturan ini mengatur penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), di
mana pendaftaran hak tanggungan dan perubahan data terkait jaminan tanah
dapat dilakukan secara online. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Tanah Secara Elektronik.
Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik,
termasuk pengalihan hak, pembebanan hak, serta pemecahan dan
penggabungan tanah.

Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang.
Dalam kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang
dijadikan jaminan terhadap terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang dan muncul dari suatu hubungan hukum utang-piutang atau
perjanjian kredit. Salah satu jaminan yang seringkali digunakan adalah
jaminan terhadap benda tidak bergerak atau tanah. Sesuai ketentuan Pasal
51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak
guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39
diatur dengan undang-undang. Namun mengingat ketentuan mengenai hak
tanggungan tersebut belum diundangkan, maka ketentuan mengenai hipotik
sebagaimana diatur dalam Buku II Pasal 1160 KUH Perdata masih tetap
diberlakukan. Perintah Pasal 51 UUPA baru terwujud setelah menunggu
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selama 36 tahun, tepatnya tanggal 9 April 1996, dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan demikian, Buku
I KUH Perdata tentang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak
Tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ”.

Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan sebagai suatu bentuk
penguasaan atas hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada
kreditur untuk mengambil tindakan tertentu terhadap tanah yang dijadikan
jaminan. Kewenangan tersebut bukanlah untuk menguasai atau
menggunakan tanah tersebut secara fisik, melainkan untuk menjualnya
apabila debitur wanprestasi, dan dari hasil penjualan itu, kreditur berhak
menerima pelunasan utang, baik seluruhnya maupun sebagian (Darmawan,
2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi
digital di berbagai sektor, sistem administrasi pertanahan pun mengalami
perubahan signifikan. Pendaftaran Hak Tanggungan yang sebelumnya
dilakukan secara manual atau konvensional kini mulai beralih ke sistem
elektronik yang lebih efisien dan transparan. Perubahan ini menandai
pergeseran penting dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, yang kini
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.

Pihak-pihak yang Memiliki Keterlibatan dalam Pelayanan

Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik melibatkan tiga
pilar utama, yaitu kreditur/bank, PPAT, dan kantor pertanahan (Kurniawan
et al,, 2025). Keterkaitan pihak-pihak tersebut, pertama bank sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit
atau pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Parinduri,
2022).
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5. Reporting and monitoring jumlah dan nilai Hak Tanggungan di seluruh
cabang; serta

6. Perwujudan dari nilai-nilai Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang bersifat:

a.

Tranparan yang memungkinkan pemohon mengetahui tahapan
proses, persyaratan, serta status pendaftaran secara jelas, sehingga
mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan rasa aman bagi
pengguna layanan;

Akuntabilitas, menjamin bahwa setiap tindakan pelayanan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap
hasil pelayanan, khususnya terkait keabsahan data dan dokumen hak
tanggungan yang didaftarkan secara elektronik;

Partisipatif, yaitu memberikan manfaat berupa keterlibatan
masyarakat dalam proses pelayanan publik, sehingga membuka ruang
terhadap masukan, kritik, dan saran dari pengguna layanan
pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem dan prosedur
pelayanan secara berkelanjutan;

Keamanan hak dan keadilan sehingga pelayanan yang diberikan
secara egaliter tanpa diskriminasi, dan memberikan perlindungan hak
seluruh pemohon hak tanggungan, memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh layanan yang adil dan layak;

Keseimbangan hak dan kewajiban sehingga memastikan baik
penyedia maupun penerima layanan menjalankan perannya secara
proporsional, serta dapat menciptakan kesadaran hukum, di mana
masyarakat memenuhi kewajibannya sesuai prosedur, sementara
penyelenggara memberikan pelayanan sesuai standar yang
ditetapkan.

Namun penerapan HT-el menghadirkan juga tantangan yang tidak dapat

diabaikan, yaitu:

1. Keterbatasan Infrastruktur, yaitu belum meratanya akses internet,
terutama di daerah terpencil, menyebabkan penerapan sistem elektronik
tidak dapat berjalan optimal dan lebih efektif diterapkan di wilayah
perkotaan;

2. Kurangnya Pemahaman Pengguna, yaitu belum optimalnya pemahaman
notaris/PPAT, debitur, dan petugas BPN terhadap prosedur sistem
elektronik sehingga menghambat kelancaran proses pendaftaran;
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3. Keraguan terhadap Keabsahan Hukum, di mana meskipun telah memiliki
dasar hukum, keabsahan dan kekuatan mengikat e-SHT masih diragukan,
khususnya dalam pelaksanaan lelang eksekusi; dan

4. Keamanan Data: Adanya kekhawatiran terhadap kebocoran data dan
serangan siber menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, sehingga
menuntut sistem elektronik yang memiliki jaminan keamanan data yang
kuat (Marisa, Aminah 2025).
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Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan yang secara ekonomi
memiliki potensi besar dan manfaat luas dalam peruntukkannya, khususnya
melalui pemanfaatan tanah wakaf. Hal ini menempatkan instrumen wakaf
tidak sekadar sebagai sebuah ritual keagamaan, melainkan sebagai properti
sumber kesejahteraan umat (Sudirman et al., 2022, p. 92) .

Sebagai sumber kesejahteraan umat, wakaf adalah aset potensial yang
belum dimanfaatkan secara optimal karena dalam pemanfaatannya
berkaitan erat dengan pengelolaan secara tradisional dan tidak produktif
serta ketidakprofesionalan nazhir. (Isman et al., 2024, pp. 354-355) Kurang
optimalnya pengelolaan tanah wakaf ini berkaitan dengan pengelolaan dan
distribusi manfaat yang tidak maksimal atau tidak adanya sama sekali
manfaat yang diberikan; bahkan harta benda wakaf dialihfungsikan kepada
orang yang tidak bertanggung jawab (Supani, 2019, p. 98).

Upaya pencapaian pemanfaatan tanah wakaf dalam kesejahteraan
umum perlu dilakukan optimalisasi tanah wakaf menjadi produktif. Upaya
dilakukan tidak sekadar dalam praktik tradisional, namun terjadi
perkembangan melalui konsep modern dengan merambah pada arah wakaf
produktif. Belum dioptimalkannya pemanfaatan dalam hal produktif dan
sebatas untuk tujuan ibadah dan sosial seperti tempat ibadah, madrasah, dan
tujuan sosial lainnya. Sebagaimana dalam UU Wakaf, bahwa wakaf, di
samping fungsi sosial dan keagamaan, terdapat potensi ekonomi dalam
memajukan kesejahteraan masyarakat. Lebih luas lagi tanah wakaf dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dengan hasil pendayagunaan
tanah wakaf dimanfaatkan dengan status tanah tetap sebagai tanah wakaf
(Supani, 2019, p. 77).

Namun demikian, dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf
tidak lepas dari permasalahan hukum yang muncul. Sebagaimana telah
dikelompokkan oleh Kementerian Agama, permasalahan wakaf tanah terdiri
atas lima hal, yakni sengketa kenazhiran, sengketa ahli waris, sengketa
ruislag, sengketa administrasi, dan sengketa pemberdayaan (Direktorat
Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2025).

Unsur-Unsur dalam Wakaf
Secara yuridis, Pasal 6 UU Wakaf menetapkan enam unsur wakaf, yaitu wakif,
nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan
jangka waktu wakaf.
1. Wakif
Wakif memiliki peran sentral sebagai pemilik sah aset yang akan
diwakafkan. Dalam kasus tanah, keabsahan wakaf seringkali terganggu
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jika status kepemilikan objek belum tuntas secara hukum atau masih
melibatkan hak ahli waris lain. Masalah administratif ini membuka celah
bagi munculnya tuntutan hukum yang mempertanyakan validitas wakaf
tersebut. Selain itu, status legal wakif turut menentukan mekanisme
pembuktian niat wakaf serta kekuatan hukumnya jika terjadi upaya
penarikan kembali di kemudian hari.

2. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pihak yang
dapat menjadi nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan
hukum. Nazhir bertugas dalam melakukan pengadministrasian harta
benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi
harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan
Wakaf Indonesia. Atas pelaksanaan tugas tersebut, Nazhir dapat
menerima imbalan tidak melebihi 10% dari hasil bersih pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf.

3. Harta Benda Wakaf
Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi
menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda yang dapat
diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Tanah sebagai objek wakaf memiliki sifat hukum khusus yang
membedakannya dari aset pribadi, terutama terkait aspek kepastian
hukum, kekekalan objek, dan keberlanjutan manfaatnya. Dalam realitas di
lapangan, ketiadaan pendaftaran tanah atau lemahnya bukti kepemilikan
sering menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi dan
perlindungan hukum aset wakaf. Sebagai bagian dari objek hukum
agraria, tanah wakaf beririsan dengan dinamika kebijakan tata ruang dan
proyek strategis nasional, yang menuntut keseimbangan antara
mempertahankan fungsi wakaf dan pemenuhan kepentingan umum.

4. lkrar Wakaf
Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara
lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda
miliknya. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dua orang saksi serta
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menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf
untuk dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW tersebut
disahkan oleh PPAIW setelah ditandatangani oleh wakif, nazhir, dua orang
saksi, dan/atau mauquf alaih. Pada konteks wakaf, harta benda tidak
bergerak wajib dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau satuan
rumah susun terkait atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Selain AIW, dibuat juga Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
dalam hal wakaf telah dilaksanakan dan telah diketahui berdasarkan
berbagai petunjuk dan dua orang saksi, serta AIW terkait tidak
memungkinkan untuk dibuat karena wakif telah meninggal dunia atau
tidak diketahui lagi keberadaannya.

Muatan dalam paling sedikit dalam AIW terdiri atas nama dan
identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, data
dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan
jangka waktu wakaf.

. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Esensi dari wakaf adalah menjaga kekekalan atau keabadian harta benda
wakaf itu sendiri; oleh karenanya, peruntukan harta benda wakaf harus
terjaga keberlangsungannya. Sejatinya bahwa harta wakaf setelah
diwakafkan beralih kepemilikannya kepada Allah Swt. bukan kepada
perorangan atau badan hukum, dan manfaat yang timbul menjadi hak
mauquf ‘alaih (Supani, 2019, p. 32).

Peruntukan harta benda wakaf ditujukan sebagaimana tujuan dan
fungsi dari wakaf yang telah diikrarkan dengan hanya dapat diperuntukan
bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan; bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariaah
dan peraturan perundang-undangan.

. Jangka Waktu Wakaf

Adanya jangka waktu wakaf membuka kemungkinan dalam pelaksanaan
wakaf secara temporer. Dalam hal wakaf berupa benda tidak bergerak
berupa tanah hanya untuk wakaf selamanya dan bukan sebagai wakaf
temporer. Pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak berupa hak atas tanah
sebagai wakaf temporer dimungkinkan hanya pada hak guna bangunan
atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik yang telah
mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
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Landasan Filosofis

Pembicaraan mengenai tanah tidak dapat dilepaskan dari tujuan bernegara
sebagaimana tertuang pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang salah satunya adalah
untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, 2020). Apabila menelisik kembali pada Naskah
Komprehensif UUD NRI 1945, khususnya pada Buku VII mengenai Keuangan,
Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, diskusi mengenai aspek
pertanahan menyatu dalam aspek keagrariaan, yang kini dikenal pada Pasal
33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat."

Pasal ini melahirkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang telah
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan seperti
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-1/2003, No. 3/PUU-
VII/2010, No. 35/PUU-X/2012, dan No. 50/PUU-X/2012 bahwa lingkup
kewenangan HMN dipertegas menjadi lima (5), yakni menetapkan kebijakan
(beleid), mengatur (regelensdaad), mengurus (bestuurdaad), mengelola
(beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) (Nurhasan Ismail,
2024). Pelaksanaan HMN ini tidak terkecuali mencakup pula urusan
pertanahan, kendati kini pada perkembangannya, pelaksanaan HMN sejak
berlakunya UUPA sampai sekarang telah mengalami banyak perkembangan.

Diskusi mengenai pertanahan yang menjadi bagian dari aspek
keagrariaan nasional pada konstitusi dapat terlihat pada Naskah
Komprehensif Buku VII. Pada dokumen tersebut, Ahmad Hafiz Zawawi
mengutip pidato Presiden Soekarno pada sidang BPUPK pada 1 Juni 1945
yang berkenaan dengan rancangan Bab mengenai perekonomian Indonesia
pada konstitusi, sebagai berikut (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2010).

"Pertama, prinsip kesejahteraan adalah tidak akan ada kemiskinan
dalam Indonesia merdeka [..]. Kedua, kekeluargaan diterima sebagai
dasar karena dianggap menggambarkan corak pergaulan hidup asli
masyarakat di Nusantara [...]. Ketiga, bagi Hatta, kolektivisme ada dua,
tua dan muda. Dalam kolektivisme muda, tanah sudah menjadi milik
perorangan, artinya melahirkan individualisme, namun tidak
menghancurkan sendi-sendi kolektivisme karena usaha bersama justru
makin diperlukan sebagai akibat spesialis pekerjaan. Yang keempat,
kolektivisme adalah satu dari tiga elemen yang disebut Hatta demokrasi
asli. Dua yang lainnya adalah rapat, di mana wutusan rakyat
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bermusyawarah, dan massa protes, cara rakyat menolak tindakan tidak

adil penguasa. Jadi di atas rapat dan massa protes dibangun demokrasi

politik, dan di atas kolektivisme dibangun demokrasi ekonomi dan
sosial. Negara kekeluargaan, menurut Hatta adalah negara pengurus,
negara daulat rakyat. Inilah gambaran negara Hatta" (Sekretariat

Jenderal MPR RI, 2008).

Terlihat bahwa pada dasarnya, diskusi mengenai kepemilikan tanah
telah dibicarakan pada perumusan Kkonstitusi. Moh. Hatta memaparkan
mengenai kolektivisme muda dan tua, yang menunjukkan bahwa ketika
tanah sudah menjadi milik perorangan, maka telah melahirkan
individualisme. Pandangan individualis memandang perlu adanya hak-hak
perseorangan berdasarkan paham antoposentris-rasional terlepas dari nilai-
nilai moral (Winahyu Erwiningsih, 2024). Namun, pada sisi lain, hal ini tetap
tidak menghancurkan nilai-nilai kolektivisme, yakni yang berpijak pada
kesejahteraan kolektif yang tumbuh dari solidaritas sosial sebagai
konsekuensi dinamika ekonomi, sehingga pengakuan terhadap hak
individual menjadi terbatas (Soetikno, 2008). Dasar pemikiran ini pada
akhirnya bermuara pada kesejahteraan warga negara sebagaimana tujuan
bernegara.

Menurut Plato, kolektivisme muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan
tugas dan tujuan bersama manusia. Hal ini berakar pada pembagian
masyarakat ke dalam berbagai fungsi, seperti golongan pengusaha, penjaga
keamanan, dan kaum cendekiawan. Seluruh golongan tersebut menjalankan
perannya demi kepentingan umum, dengan kesejahteraan bersama sebagai
tujuan utama yang hakiki (Winahyu Erwiningsih, 2024). Paham kolektivisme
selanjutnya dikembangkan oleh aliran skolastik modern melalui pemikiran
Leon Duguit. Sejalan dengan pandangan Plato, Duguit menilai bahwa dalam
masyarakat industri terdapat pembagian kelas, khususnya kelas produksi
dan distribusi, yang melahirkan solidaritas sosial demi kepentingan bersama
(Winahyu Erwiningsih, 2024).

Pemikiran tentang fungsi sosial suatu benda untuk kepentingan
bersama kemudian menjadi asas fungsi sosial hak atas tanah. Asas ini tidak
mengakui adanya kepemilikan hak perseorangan atas tanah, bertentangan
dengan konsep liberal klasik yang berkembang saat itu. Kepemilikan hak atas
tanah bukan merupakan hak, melainkan lebih dari itu juga merupakan fungsi
sosial. Pemilik berkewajiban memenuhi fungsi sosial atas tanah. Selain untuk
kepentingan pribadinya, pemilik wajib menjadikan tanah miliknya produktif
dan berdampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat (Winahyu Erwiningsih,
2024).
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Kerangka Hukum

Di seluruh Asia Tenggara, prinsip “rule of law” yang berkaitan dengan tanah
seringkali tidak jelas, dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dengan
ketentuan yang bertentangan, di mana hanya lembaga negara yang memiliki
kewenangan untuk mendefinisikan dan menegakkan “aturan main” tersebut
(Borras et al., 2013). Tantangan bagi pemerintah nasional adalah bahwa
hubungan yang mendukung modal ini dapat melemahkan otoritas
pemerintah, menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan, dan karenanya
meningkatkan risiko investasi (Meckelburg & Wardana, 2024). Berkenaan
dengan hal tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum lahir dengan tujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 3 regulasi a
quo menyebutkan bahwa "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak."
Sehingga, pada sisi ini terlihat kolektivitas yang masih kuat pada pengaturan
mengenai pertanahan di Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2012 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang atau yang disebut sebagai UU Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja,
terdapat sejumlah perubahan yang signifikan atas pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Pada Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2023, aspek pengadaan
tanah untuk kepentingan umum termasuk dalam kebijakan strategis Cipta
Kerja. Pada perkembangannya, terdapat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.
39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Kedua PP tersebut merupakan peraturan
pelaksana dari UU Cipta Kerja. Menariknya, pada UU No. 2 Tahun 2012 dan
PP No. 39 Tahun 2023 terdapat sejumlah perbedaan definisi pada aspek
Ketentuan Umum, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
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Genealogi Konflik: Persistensi Logika Kolonial dalam
Hukum Agraria Modern

Agrarische Wet 1870 & Agrarisch Besluit menetapkan asas domein
verklaring: semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom
individu dianggap domein negara, jadi basis perampasan tanah adat dan
penyewaan ke kapital asing melalui erfpacht jangka panjang (Zulyanti et al.,
2025; Fahmi, 2020; Desmiwati et al., 2025). UUPA 1960 secara formal
menghapus domein dan menggantinya dengan Hak Menguasai Negara
(HMN) yang berbasis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Sukirno & Mahfud, 2022;
Sampara et al, 2019). Namun UUPA juga menyatakan tanah yang tidak
terdaftar/tanpa dokumen memadai sebagai “tanah negara,” yang secara
logika mirip domein verklaring (Fahmi et al, 2024). Inti masalahnya:
semangat “tanah tanpa bukti = tanah negara” belum hilang; ia hidup kembali
lewat tafsir “hak menguasai negara,” rezim pendaftaran, dan instrumen baru
seperti bank tanah, sehingga memicu sengketa kronis antara negara dan
rakyat. Tafsir keliru HMN sebagai “hak milik mutlak negara,” bukan fungsi
publik pengaturan, membuka ruang negara mengklaim tanah adat/tak
bersertifikat sebagai aset negara untuk proyek dan investasi (Sukirno &
Mahfud, 2022; Sampara et al., 2019; Zainuddin, 2021).

Tabel 16.1: Contoh Kontemporer Replikasi Logika Domein Verklaring

Arena Bentuk “roh” Domein Dampak Konflik
Rempang Warga tanpa sertifikat dinyatakan | Relokasi paksa,
Eco City menempati “tanah negara/BP | tuduhan “agraria
Batam” meski tinggal turun | kolonial modern”
temurun (Mustafa et al,, 2025) (Mustafa et al,, 2025)

Bank Tanah | Tanah yang tak dapat dibuktikan | Ancaman
penguasaannya menjadi milik | pengambilalihan tanah
negara; sangat mirip domein | adat & kriminalisasi
verklaring (Suyanto & Khulsum, | penolakan (Rafly &
2022; Rafly & Halim, 2023) Halim, 2023)

Tanah Pengakuan hak ulayat bersyarat | Sengketa

adat/ulayat | dan  semu; negara  tetap | berkepanjangan adat-
memprioritaskan klaimnya | negara di  hutan,
sepanjang adat tak dapat | kawasan konservasi,
“dibuktikan” dalam kerangka | dan konsesi
hukum negara (Fahmi et al., 2024;
Sukirno & Mahfud, 2022; Sampara
etal, 2019)

Sumber: diolah penulis
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Rezim sertifikasi formal berimplikasi pada hak adat yang kolektif, tak
tertulis, dan bergerak (ladang berpindah, hutan adat) yang sulit dibuktikan;
ketiadaan sertifikat dipakai negara sebagai dasar klaim (Mustafa et al., 2025;
Fahmi et al., 2024; Desmiwati et al., 2025; Fahmi, 2020). Tumpang tindih
sistem hukum (adat vs hukum negara) dan administrasi pertanahan yang
tidak tuntas menimbulkan ruang abu-abu yang kemudian diisi klaim negara
dan korporasi (Krismantoro, 2019; Desmiwati et al., 2025; Putri et al., 2024;
Anggraeni & Hamidah, 2024). Orientasi ekonomi membuat hak adat diakui
hanya sejauh tidak “menghambat kepentingan bisnis dan ekonomi negara,”
sehingga pengakuan bersifat kontingen dan mudah disingkirkan (Fahmi et
al., 2024; Sampara et al,, 2019; Suyanto & Khulsum, 2022). Secara tekstual
Domein Verklaring memang dihapus, tetapi logikanya direproduksi melalui
tafsir HMN, kebijakan bank tanah, dan rezim sertifikasi yang menganggap
tanah tak terbukti sebagai “tanah negara.” Inilah yang mempertahankan pola
kolonial penguasaan tanah dan menjelaskan kenapa sengketa negara-rakyat
atas tanah di Indonesia tetap panjang dan struktural.

Politik hukum pembangunan Orde Baru hingga kini cenderung
mempertahankan struktur penguasaan tanah kolonial demi mempermudah
investasi skala besar, meski dibungkus wacana modernisasi, efisiensi, dan
pertumbuhan. Sejak akhir 1960-an, Orde Baru mengundang kembali modal
asing melalui UU Penanaman Modal Asing 1967, memberi insentif besar,
jaminan anti-nasionalisasi, dan menjadikan sumber daya alam sebagai basis
industrialisasi yang sangat bergantung pada kapital luar (Masitho, 2016; Abib
et al, 2017). Politik agraria Orde Baru meninggalkan agenda land reform
UUPA dan menggantinya dengan Revolusi Hijau, transmigrasi, dan
modernisasi; pola penguasaan bergeser ke negara dan swasta besar,
termasuk asing (Ibrahim, 2020). Kebijakan pertanahan Orde Baru
memfasilitasi pemberian konsesi sangat luas kepada perkebunan, kehutanan,
properti, dan pertambangan, mendorong tanah dipahami sebagai komoditas
investasi dan spekulasi, bukan sarana reforma agraria (Ibrahim, 2020).

Setelah 1998, orientasi makro tetap: perbaikan ekonomi cepat dan
ketergantungan pada kapital internasional (IMF, Bank Dunia, ADB)
mendorong deregulasi dan privatisasi agraria; banyak UU baru justru
memfasilitasi kepentingan swasta atas tanah (Hamdhani & Hadiyantina,
2025; Ibrahim, 2020). Politik hukum pertanahan kontemporer dinilai
semakin Kkapitalistik dan liberal, dengan banyak kebijakan sektoral yang
mempertahankan semangat Orde Baru dan hanya sebagian kecil upaya
mengembalikan ke roh UUPA (Murni & Nelson, 2023). Di era Jokowi, reforma
agraria dipraktikkan dalam kerangka “tanah untuk pasar”: penguatan bank
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akademik, pembentukan Pengadilan Agraria yang berpihak pada keadilan
sosial bukan hanya mungkin, tetapi dinilai mendesak. Perdebatan utama
bukan pada “boleh atau tidak”, melainkan pada desain: apakah berupa
pengadilan khusus penuh, kamar khusus, atau model koneksitas dan sejauh
mana ia benar-benar berani melampaui “kebenaran dokumen” menuju
keadilan agraria substantif.
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Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, baik
secara ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. Dalam konteks negara
agraris seperti Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek
kepemilikan semata, tetapi juga sebagai sarana penunjang kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus diatur secara adil dan
memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Negara melalui
kewenangannya berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan
pengelolaan pertanahan guna mencegah terjadinya konflik dan sengketa di
tengah masyarakat (Boedi Harsono, 2008).

Namun dalam praktiknya, sengketa pertanahan masih kerap terjadi dan
menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari segi jumlah maupun
kompleksitas permasalahannya. Sengketa tersebut dapat timbul akibat
tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan status hukum tanah, kesalahan
administrasi pertanahan, perbedaan penafsiran terhadap alas hak, maupun
akibat proses pendaftaran tanah yang belum tertib. Selain itu, faktor sosial
seperti meningkatnya kebutuhan tanah, pertumbuhan penduduk, serta
pembangunan infrastruktur juga turut memperbesar potensi konflik
pertanahan.

Penyelesaian sengketa pertanahan menjadi isu hukum yang penting
karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan
kepastian hukum atas tanah. Sengketa pertanahan yang tidak diselesaikan
secara tepat dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, menghambat
pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
hukum. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efektif, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa pertanahan
dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi (Adrian
Sutedi, 2014). Masing-masing mekanisme memiliki kelebihan dan
kelemahan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan karakteristik
sengketa yang dihadapi. Aspek Sosiologis Sengketa Pertanahan.

Sengketa Warisan dan Batas

Sengketa pertanahan waris dan batas dalam perspektif hukum normatif
dipahami sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kepastian hukum atas
penguasaan dan pemilikan tanah, yang dalam praktiknya diperkuat oleh
kondisi sosial masyarakat. Tanah tidak hanya merupakan objek hak yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki nilai sosial
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dan kultural yang memengaruhi perilaku hukum para pihak. Dalam sengketa
waris, konflik kerap muncul akibat tidak dilakukannya pembagian warisan
secara tertib dan tertulis, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran hak
antar ahli waris. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat dalam
melaksanakan ketentuan hukum agraria dan hukum waris (Maria S.W. &
Sumardjono, 2008).

Pada sengketa batas tanah, aspek sosiologis tercermin dari peralihan
sistem penentuan batas yang semula bersifat sosial-adat menuju sistem
hukum positif melalui pengukuran dan pendaftaran tanah. Batas tanah yang
sebelumnya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tanda alam sering kali
tidak sejalan dengan hasil pengukuran yuridis yang dilakukan oleh instansi
pertanahan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan konflik karena masing-
masing pihak merasa memiliki dasar legitimasi, baik secara sosial maupun
hukum. Dalam konteks ini, sengketa batas tanah mencerminkan adanya
dualisme antara norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan norma
hukum tertulis yang berlaku secara nasional.

Secara normatif, sengketa pertanahan waris dan batas yang berlarut-
larut berpotensi mengganggu tertib hukum dan ketertiban sosial, sehingga
bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pertanahan tidak
dapat hanya mengandalkan penerapan hukum positif secara formal, tetapi
perlu mempertimbangkan aspek sosiologis sebagai dasar untuk mencapai
keadilan  substantif. = Pendekatan  penyelesaian sengketa  yang
mengakomodasi nilai sosial dan kearifan lokal, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, menjadi penting agar putusan atau
kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif
oleh para pihak (Soerjono Seokanto, 2010).

Sengketa Lahan Bekas Perkebunan/Hutan

Sengketa lahan bekas perkebunan atau kawasan hutan pada dasarnya timbul
akibat ketidakjelasan status hukum tanah pasca berakhirnya hak
pengusahaan atau perubahan fungsi kawasan. Secara normatif, tanah bekas
Hak Guna Usaha (HGU) atau kawasan hutan yang dilepaskan seharusnya
kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan
pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun, dalam praktik sering terjadi penguasaan fisik oleh
masyarakat tanpa didukung alas hak yang sah, sehingga menimbulkan
konflik antara masyarakat, badan usaha, dan negara (Urip Santoso, 2012).
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Dari aspek sosiologis yang relevan dalam kajian hukum normatif,
penguasaan lahan oleh masyarakat umumnya didasarkan pada kebutuhan
ekonomi, sejarah pengelolaan turun-temurun, serta persepsi keadilan sosial
atas tanah yang telah lama tidak dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan realitas sosial di
lapangan. Masyarakat merasa memiliki legitimasi sosial atas tanah,
sementara secara yuridis penguasaan tersebut belum memperoleh
pengakuan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa
berkepanjangan.

Secara normatif, sengketa lahan bekas perkebunan atau hutan yang
tidak diselesaikan secara komprehensif dapat mengganggu kepastian hukum
dan tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa
harus berpedoman pada prinsip penguasaan negara atas tanah, perlindungan
hak masyarakat, serta asas keadilan sosial. Pendekatan hukum yang
mengintegrasikan penataan administrasi pertanahan, penegasan status
kawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi
penting agar tercapai kepastian hukum sekaligus mencegah konflik sosial
yang lebih luas (Adrian Sutedi, 2014).

Sengketa Pembebasan Lahan untuk Pembangunan

Sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan pada dasarnya berakar
pada pertentangan antara kepentingan umum dan hak keperdataan
masyarakat atas tanah. Secara normatif, negara memiliki kewenangan untuk
menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan sering menimbulkan sengketa ketika proses
penetapan lokasi, penilaian ganti kerugian, serta musyawarah dengan
pemegang hak tidak berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif.

Dalam perspektif hukum positif, sengketa pembebasan lahan kerap
terjadi akibat perbedaan persepsi mengenai nilai ganti kerugian yang layak
dan adil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara tegas mengatur bahwa
pengadaan tanah harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak
masyarakat dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil (Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, 2012). Namun, dalam praktiknya,
ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah atau badan usaha
dengan masyarakat pemilik tanah berpotensi menimbulkan keberatan,
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Lebih lanjut, PTSL juga berkontribusi dalam menciptakan
keadilan sosial dan stabilitas sosial di masyarakat. Kepemilikan
sertifikat tanah yang sah tidak hanya mengurangi potensi sengketa
horizontal antarwarga, tetapi juga meminimalisir konflik vertikal
antara masyarakat dan negara atau badan hukum. Oleh karena itu,
PTSL tidak semata dipandang sebagai program administratif,
melainkan sebagai kebijakan hukum preventif yang berperan penting
dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertib, transparan, dan
berkeadilan guna mengurangi sengketa pertanahan di masa depan.
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